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ABSTRAK 
 
Maya Dwi Pratita, E0015245. 2019. HARMONISASI PASAL 3 AYAT (2) 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG 
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksaan Pengangkatan 
Anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah 
penalaran hukum dengan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, diperoleh ketidaksesuaian antara Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksaan Pengangkatan Anak dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena aturan 
didalamnya menimbulkan batasan yang bersifat diskriminatif agama terhadap 
calon orang tua angkat beragama minoritas dimana hal ini mempengaruhi 
perwujudan hak asasi manusia anak terlantar. 
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Anak Terlantar, Pengangkatan Anak, 
Harmonisasi 
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ABSTRACT 
Maya Dwi Pratita, E0015245. 2019. HARMONISASI ARTICLE 3 SECTION 
(2) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 YEAR 2007 
REGARDING THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION WITH 
LAW NUMBER 39 OF 1999 ON HUMAN RIGHTS. Faculty of Law Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
This study aims to determine the accordancity of Article 3 Paragraph (2) of 
Government Regulation Number 54 of 2007 on Regulation of  The Implementation 
of Child Adoption. The type of research that the author uses in compiling this 
legal research is normative legal research which is prescriptive and applicable. 
The aprroach that used is the statute approach. The sources of legal material used 
are primary legal material and secondary legal material. The legal material 
analysis technique used by the author is a law with a deduction method. Based on 
the results of research and discussion, there are mismatches between Article 3 
Paragraph (2) of Government Regulation Number 54 of 2007 on Regulation of  
The Implementation of Child Adoption with Law Number 39 of 1999 on Human 
Rights by force of the related regulation in adopting children contains 
discrimination of religion where this affects the realization of neglected childrens’ 
human rights. 
Keywords: Human Rights, Neglected Children, Adoption of Children, 
Harmonization 
vii 
MOTO 
 
 
 
“Where you invest your love, you invest your life.” 
Mumford & Sons 
 
“Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa 
pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan 
ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua 
orang.” 
Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus (1Kor 12:4-11)
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Salah satu permasalahan anak yang paling besar di Indonesia adalah 
mengenai anak terlantar. Seperti yang sering diberitakan di berbagai media 
baik cetak dan elektronik, banyak anak yang ditemukan di sungai, di halaman 
rumah, tempat umum lainnya, tempat sampah, dan lahan kosong 
(https://metro.tempo.co/read/1129641/dibungkus-kerudung-bayi-dibuan-dite 
mukan-masih-sehat, diakses pada 2 November 2018 pukul 16.47 WIB). Tidak 
sedikit diantaranya masih berupa janin. Anak-anak tersebut pada umumnya 
lahir diluar perkawinan dan cenderung mendapat anggapan sebagai anak 
haram (Fitriya Sari Dewi, 2013: 10), sehingga banyak dari mereka dibuang 
oleh kedua orang tuanya. Lalu, bagaimanakah nasib anak-anak ini?  
 Anak yang mengalami penelantaran apabila tidak atau terlambat 
ditemukan oleh masyarakat, maka nyawa anak-anak ini yang kerap menjadi 
bayarannya (https://batam.tribunnews.com/2018/07/27/saat-diotopsi-mayat-
bayi-yang-dibuang-ditempat-sampah-sudah-berbelatung-diduga-sudah-tewas-
lama, diakses pada 2 November 2018 pukul 17.04 WIB). Apabila ditemukan 
dalam keadaan hidup oleh masyarakat atau aparat setempat, anak-anak ini 
kemudian dimasukkan ke dalam panti asuhan atau panti sosial setempat. 
Tidak hanya berhenti disitu, banyak anak-anak yang dititipkan di panti 
asuhan atau panti sosial justru dibiarkan dan tidak dijenguk oleh pihak Dinas 
Sosial setempat (https://banjarmasin.com/2018/10/07/permasalahan-anak-
terlantar-tak-selesai-setelah-dititipkan-di-panti-sosial-dibiarkan-tak-dijenguk, 
diakses pada 2 November 2018 pukul 17.10 WIB). Nasib berkata lain jika 
anak yang ditelantarkan ditemukan oleh seseorang yang pada akhirnya 
tersentuh hatinya untuk mengangkat anak-anak itu. Anak-anak ini menjadi 
salah satu jenis anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana anak terlantar merupakan 
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anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, 
spiritual, maupun sosial. Mengambil contoh salah satu daerah di Indonesia, 
tercatat jumlah anak terlatar pada 16 Juli 2018 di kota-kota di Provinsi Jawa 
Barat, yaitu: 
Tabel 1 
 Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Jawa Barat 
No Kota Jumlah 
1 Bogor 1.128 
2 Sukabumi 345 
3 Bandung 2.800 
4 Cirebon 1.200 
5 Bekasi 681 
6 Depok 205 
7 Cimahi 670 
8 Tasikmalaya 6.290 
9 Banjar 652 
Total 13.971 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 16 Juli 2018 
  
 Data tersebut merupakan gambaran banyaknya jumlah anak terlantar di 
daerah di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk 
berperan dalam mengurus anak terlantar adalah dengan pengangkatan anak. 
Sejak zaman dahulu, telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan 
motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan 
hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan (Muderis Zaini, 1995: 
7). Pada intinya, pengangkatan anak ditujukkan untuk kepentingan yang 
terbaik bagi anak yang diangkat. Hal ini tercantum pada Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubatan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berangkat dari kata 
dasar angkat, pengangkatan berarti proses, cara, perbuatan mengangkat 
(www.kbbi.web.id/angkat, diakses pada 2 Juni 2018 pukul 19.20 WIB). 
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Kemudian, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 Pengangkatan anak tidak hanya dapat membantu menyelesaikan masalah 
sosial, namun juga secara formil menimbulkan ikatan yuridis. Dalam Pasal 1 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak menuliskan bahwa:  
Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang 
anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain 
yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan 
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. 
 
 Pasal tersebut menjelaskan adanya peralihan secara hukum kekuasaan 
untuk merawat seorang anak dari orang tua atau wali yang sah atas anak 
tersebut ke orang tua angkat. Apabila pengangkatan anak ini terjadi , maka 
anak tersebut akan menjadi anak angkat. Dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan:  
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 
keputusan atau penetapan pengadilan. 
 
 Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat 
dalam menolong anak terlantar dan membantu pemerintah mengatasi 
tingginya angka anak terlantar. Tidak hanya itu, pengangkatan anak juga 
merupakan salah satu bentuk pemanfaatan masyarakat atas hak sipil dan 
politiknya. Namun, pengangkatan anak memiliki batasan. Hal ini tercantum 
pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: 
1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut 
oleh calon anak angkat. 
2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 
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 Mengambil fokus pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak ada penjelasan 
mengenai ayat dalam pasal ini di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Keadilan dipertanyakan atas 
pelaksanaan ayat dalam pasal ini karena menimbulkan akibat bagi berbagai 
pihak. Melihat dari sisi hak asasi manusia, hal ini seperti mata koin dengan 2 
sisi, yaitu dapat merugikan sisi calon anak angkat yang dalam hal ini 
terlantar, dan calon orang tua angkat. Adanya batasan agama ini berkaitan 
erat dengan suatu tindakan ketidakadilan yang menyalahi hak asasi manusia. 
Selain itu, dengan adanya batasan ini, bukankah justru mencerminkan bahwa 
dalam hal tertentu seperti pengangkatan anak, masyarakat tidak bebas 
memilih agama dan kepercayaannya sendiri? Ketidakadilan ini dirasakan oleh 
seorang polisi wanita di Kota Binjai, Sumatera Utara bernama Aipda Rouli 
Ida Maharani beragama Kristen yang gagal mengadopsi seorang bayi terlantar 
dikarenakan adanya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (https://regional.kompas.com/ 
read/2017/10/12/06500051/pilu-hati-aipda-rouli-tak-bisa-adopsi-bayi-yang-di 
buang-karena-terganjal, diakses pada 2 November 2018 pukul 17.16 WIB). 
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai:  
seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai mahluk hidup Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 
 
 Pasal ini secara eksplisit mengatakan bahwa hak asasi manusia wajib 
dihormati dan dilindungi hukum karena merupakan anugrah dari Yang Maha 
Kuasa. Pengangkatan anak dalam hak asasi manusia berkaitan erat dengan 
hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak anak 
bagi calon anak yang akan diangkat. Semua itu demi kepentingan anak dan 
dapat diwujudkan apabila calon orang tua angkat mendapatkan kesempatan 
atas partisipasi masyarakat, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 
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pribadi, dan hak mendapat perlakuan non-diskriminasi yang mana seluruhnya 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Dengan adanya  Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kesempatan 
melakukan pengangkatan anak oleh orang tua yang telah jatuh hati pada anak 
terlantar menjadi terhalang. Ironisnya, kesempatan anak terlantar untuk 
dijamin kesejahteraannya dengan kasih sayang orang tua turut hilang. 
 Harmoniskah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan pasal-pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? 
‘Harmonis’ memiliki arti bersangkut paut sebagaimana diartikan oleh Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis, diakses 
pada 3 Juni 2018 pukul 17.18 WIB). Bentuk lain dari harmonis berupa 
‘pengharmonisan’ yang artinya proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. 
Dalam ilmu hukum, dikenal suatu proses bernama harmonisasi hukum. 
Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, harmonisasi 
hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian 
(penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada 
nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis (Suhartono, 2011: 95). 
Upaya atau proses ini untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, 
kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka 
sistem hukum nasional (Yordan Gunawan, 2012: 24). 
 Harmonisasi hukum berkaitan erat dengan asas Lex Superior Delogat Legi 
Inferiori yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah. Sehingga, harmonisasi hukum merupakan proses yang tepat 
untuk mengakomodir analisis ketidakadilan yang terjadi dalam Pasal 3 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi. Maka penulis bermaksud mengangkat sebuah isu hukum yang 
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kemudian dituangkan dalam penulisan hukum skripsi dengan judul 
“HARMONISASI PASAL 3 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN 
PENGANGKATAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 
39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”. 
 
B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis dapat 
mengidentifikasi pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian untuk 
penulisan hukum ini berupa:  
Bagaimanakah kesesuaian ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan 
hukum ini. Adapun tujuan itu dibagi menjadi 2 (dua), yakni tujuan objektif 
dan tujuan subjektif yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
Mengetahui kesesuaian ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman 
serta kemampuan penulis di bidang Hukum Tata Negara, khususnya 
yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan pelaksanaan 
pengangkatan anak; dan 
b. Memperoleh bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan 
penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan akademis 
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untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Sebuah penelitian dalam penulisan hukum dapat memberikan manfaat bagi 
pengetahuan terutama ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara 
praktis. Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum 
Tata Negara pada umumnya dan pelaksanaan pengangkatan anak pada 
khususnya; dan 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 
bahan referensi serta literatur di bidang karya ilmiah penulisan Ilmu 
Hukum, kemudian menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-
penelitian sejenis di kemudian hari. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan menjadi wadah bagi 
penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam penalaran 
dan membentuk pola pikir pada penerapan ilmu yang telah diperoleh; 
b. Bagi pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan dalam melakukan perubahan atau pembuatan peraturan hukum 
yang turut berlandaskan hak asasi manusia; dan 
c. Bagi masyarakat Indonesia: penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pandangan dan manfaat khususnya dalam hal 
pengangkatan anak-anak terlantar oleh masyarakat dengan agama 
minoritas daerah tertentu di Indonesia. 
E. Metode Penelitian 
8 
 
 
 
 Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena 
itu menggunakan metode-metode ilmmiah untuk menggali dan memecahkan 
permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta 
yang ada (Soejono, dan H. Abdurrahman, 2005: 105-106). 
 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk menemukan kebenaran 
koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah 
norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, 
serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya 
sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47). 
 Penelitian hukum akan berjalan baik apabila sesuai dengan metode 
penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, 
pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum penelitian, teknik 
pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Dalam 
penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif dimana penelitian ini mengkaji data sekunder 
berupa bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
putusan hakim, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 
perundang-undangan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 
hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.  
2. Sifat Penelitian 
 Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan teknis atau 
terapan. Preskriptif berarti penulisan ini bertujuan untuk memberikan 
argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan 
terapan bermakna bahwa ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian 
hukum dalam rangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan 
preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 69). 
3. Pendekatan Penelitian 
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 Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas 
penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-
metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian (H. Salim 
HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013: 14). Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan 
(statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian 
untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang (statute approach) ini 
memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi 
dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang 
lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau 
antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan 
suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005: 133). 
4. Sumber Data Penelitian 
 Penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data 
sekunder yang dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang 
berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder 
(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 181). Bahan hukum yang dipergunakan 
untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari atas: 
a. Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 
dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim 
(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 181). Dalam penelitian hukum ini, 
bahan hukum primer yang digunakan meliputi: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia; 
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3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak; 
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak; 
5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; dan 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2005: 181). 
5. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka 
(library research) melalui proses menelusuri, mencermati, 
mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan pengangkatan anak. 
6. Teknik Analisis Data 
 Penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan 
metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian 
diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion. Dalam argumentasi hukum, premis mayor 
berupa aturan hukum dan premis minornya adalah fakta hukum. 
kemudian, dari dua hal tersebut dapat ditarik suatu konklusi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2005: 89-90). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
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 Dalam sistematika penelitian hukum, dijabarkan gambaran secara 
menyeluruh mengenai batasan yang dikaji penulis dalam penulisan hukum 
ini. Maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum dalam 4 
Bab. Tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini dalam 
bentuk sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
2. Tujuan Subyektif 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
2. Manfaat Praktis 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia 
2. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak 
3. Tinjauan tentang Harmonisasi Hukum 
4. Tinjauan tentang Teori Jenjang Norma 
5. Tinjauan tentang Konsep Keadilan Menurut 
Pandangan Bangsa Indonesia 
B. Kerangka Pemikiran 
BAB III :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Dalam bab ini terdiri dari uraian hasil penelitian yang diperoleh berupa 
pembahasan mengenai kesesuaian ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
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dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 
BAB IV :  PENUTUP 
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh 
dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran 
yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan 
bahasan penelitian hukum ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia 
a. Konsep Hak Asasi Manusia Secara Umum 
1) Pengertian Hak Asasi Manusia 
 Berikut ini adalah penjabaran berbagai pengertian hak asasi 
manusia. Terdapat beberapa perbedaan, namun tetap memiliki 
prinsip yang sama (Sri Rahayu Wilujeng, 2013: 2): 
a) Menurut Mariam Budiharjo 
 Dalam bukunya yang berjudul Dasa-Dasar Ilmu Politik, 
Mariam Budiharjo mengartikan hak asasi manusia sebagai 
hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan 
dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya 
dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa 
membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, 
karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak 
asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh 
kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-
citanya. 
b) Menurut Thomas Jefferson 
 Dalam majalah What is Democracy tahun 1991, Thomas 
Jefferson mengartikan bahwa hak asasi manusia pada 
dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan 
oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat 
pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan 
untuk melindungi pelaksanaaan hak asasi manusia. 
c) Menurut Universal Declaration of Human Rights 
 Deklarasi ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah 
hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat 
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pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak 
dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap 
manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, 
kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. 
d) Menurut Filsuf jaman Auflarung abad 17-18 
 Para filsuf memaknai bahwa hak asasi manusia adalah hak-
hak alamiah karunia Tuhan yang  dimiliki oleh semua 
manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat 
maupun oleh pemerintah. 
e) Berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 
 Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia 
yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin 
kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia 
dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan 
diabaikan oleh siapapun. 
2) Sejarah Hak Asasi Manusia 
 Hak asasi manusia tidak begitu saja menjadi dasar penting 
suatu negara seperti sekarang. Hak asasi manusia mengalami 
perkembangan dalam peradaban manusia yang dimulai dari: 
a) The Cyrus Cylinder (539 SM) 
 Pada tahun 539 SM, pasukan Koresh (Cyrus) yang Agung, 
raja pertama Persia kuno, menaklukkan kota Babel. Tetapi 
tindakan yang ia lakukan selanjutnya yang menjadi tanda 
kemajuan besar bagi Manusia. Dia membebaskan para budak, 
menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk memilih 
agama mereka sendiri, dan membangun persamaan ras. 
Dekrit-dekrit ini dan lainnya dicatat pada silinder tanah liat 
yang dipanggang dan tertulis dalam bahasa Akkadia dengan 
aksara runcing. 
b) Penyebaran Hak Asasi Manusia 
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 Dari Babel, gagasan hak asasi manusia menyebar dengan 
cepat ke India, Yunani dan akhirnya Roma. Di sana konsep 
"hukum kodrat" muncul, dalam pengamatan fakta bahwa 
orang cenderung mengikuti hukum-hukum tertentu yang 
tidak tertulis dalam kehidupan, dan hukum Romawi 
didasarkan pada gagasan-gagasan rasional yang berasal dari 
sifat segala sesuatu. 
c) Magna Charta (1215) 
 Pada tahun 1215, setelah Raja John dari Inggris melanggar 
sejumlah hukum dan kebiasaan kuno dimana Inggris telah 
diperintah, rakyatnya memaksanya untuk menandatangani 
Magna Carta, yang menyebutkan apa yang kemudian 
dianggap sebagai hak asasi manusia. Diantaranya adalah hak 
gereja untuk bebas dari campur tangan pemerintah, hak 
semua warga negara bebas untuk memiliki dan mewarisi 
properti dan dilindungi dari pajak yang berlebihan. Ini 
menetapkan hak para janda yang memiliki properti untuk 
memilih untuk tidak menikah lagi, dan menetapkan prinsip-
prinsip proses yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum. 
Itu juga berisi ketentuan yang melarang penyuapan dan 
pelanggaran resmi (https://www.humanrights.com/what-are-
human-rights/brief-history, diakses pada 5 November 2018 
pukul 09.18 WIB). 
d) Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776) 
 Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa 
manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. 
Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, 
kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh 
siapapun juga. 
e) Revolusi Perancis (14 Juli 1789) 
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 Kesewenang-wenangan Raja Louis XIV mendorong 
munculnya revolusi Perancis. Rakyat tertindak menyerang 
penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. 
Semboyan revolusi perancis : perasaan, persaudaraan dan 
kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan 
perjuangan hak asasi manusia di Perancis. Konsep ini 
bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh 
pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, 
dan Voltaire (Sri Rahayu Wilujeng, 2013: 4). 
f) Konstitusi Amerika Serikat (1787) dan Bill of Rights (1791) 
 Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum dasar sistem 
pemerintahan federal Amerika Serikat dan dokumen penting 
dunia Barat. Ini adalah konstitusi nasional tertulis tertua yang 
digunakan dan mendefinisikan organ utama pemerintah dan 
yurisdiksi mereka dan hak-hak dasar warga negara. Sepuluh 
amandemen pertama Konstitusi—Bill of Rights—mulai 
berlaku pada 15 Desember 1791, membatasi kekuasaan 
pemerintah federal Amerika Serikat dan melindungi hak-hak 
semua warga negara, penduduk, dan pengunjung di wilayah 
Amerika. 
 Bill of Rights melindungi kebebasan berbicara, kebebasan 
beragama, hak untuk menjaga dan memanggul senjata, 
kebebasan berkumpul dan kebebasan untuk mengajukan 
petisi. Hal ini juga melarang pencarian dan penyitaan yang 
tidak masuk akal, hukuman yang kejam dan tidak biasa serta 
memaksa diri untuk melakukan diskriminasi. Di antara 
perlindungan hukum yang diberikan, Bill of Rights melarang 
Konggres membuat undang-undang apa pun yang tidak 
menghormati pendirian agama dan melarang pemerintah 
federal merampas kehidupan, kebebasan, atau harta benda 
siapa pun tanpa proses hukum yang adil.  
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g) Konvensi Jenewa I (1864) 
 Pada tahun 1864, enam belas negara Eropa dan beberapa 
negara Amerika menghadiri konferensi di Jenewa, atas 
undangan Dewan Federal Swiss, atas prakarsa Komite 
Jenewa. Konferensi diplomatik diadakan dengan tujuan 
mengadopsi konvensi untuk perawatan prajurit yang terluka 
dalam pertempuran tanpa diskriminasi 
h) Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) 
 Tujuan Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional 
adalah untuk membentuk sebuah badan internasional untuk 
mempromosikan perdamaian dan mencegah perang di masa 
depan. Cita-cita organisasi dinyatakan dalam pembukaan 
piagam yang diusulkan: "Kami orang-orang Perserikatan 
Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi 
berikutnya dari momok perang, yang dua kali dalam hidup 
kita telah membawa kesedihan yang tak terhingga kepada 
umat manusia.". 
i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) 
 Pada tahun 1948, Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang 
baru telah menarik perhatian dunia. Di bawah kepemimpinan 
Eleanor Roosevelt, komisi tersebut menyusun rancangan 
dokumen yang menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia. Roosevelt, yang menjadikan Deklarasi sebagai 
Magna Carta internasional untuk seluruh umat manusia. 
Diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948.  
 Deklarasi ini terdiri dari 5 prinsip yaitu (Sri Rahayu 
Wilujeng, 2013: 5): 
(1) Prinsip tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap 
individu mempunyai hak untuk dihormati 
kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, 
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dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari 
personalitasnya (ada tujuh prinsip penerapan); 
(2) Prinsip Non Diskriminasi, bahwa setiap individu harus 
diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis 
kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama 
atau yang lainnya; 
(3) Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin 
keamanan pribadinya; 
(4) Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai 
hak untuk menikmati kebebasan individualismenya; 
dan 
(5) Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang 
mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan 
yang menyenangkan. 
b. Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia 
1) Hak Asasi Manusia Secara Konseptual 
 Konsep tentang Hak Asasi Manusia dapar diruntutkan 
menjadi (Sri Rahayu Wilujeng, 2013: 6): 
a) Proklamasi 
 Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia 
berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan  
kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM. 
b) Undang-Undang Dasar 1945 
 Pada alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah 
hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa 
sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi 
mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai 
pribadi atau hidup bebas. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam 
alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen 
moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab 
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mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang 
merupakan unsur-unsur hak asasi manusia. 
c) Pancasila 
 Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila bertumpu pada 
ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam 
kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep hak asasi 
manusia dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan 
dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat 
bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai 
manusia individu dan sosial. Konsep hak asasi manusia 
dalam Pancasila tidak hanya bedasarkan pada kebebasan 
individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial 
dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah 
kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban 
antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai 
makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan 
jiwa dan raga. 
2) Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional 
 Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah pengakuan 
bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. 
Pengakuan terhadap martabat ini tidak hanya menimbulkan hak 
yang sama namun juga kesamaan kewajiban. Prinsip fundamental 
tersebut sejalan dengan sikap tidak membedakan jenis kelamin, 
suku, agama atau status sosial seseorang. Seperti yang tertulis 
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai mahluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
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manusia. Hak asasi manusia secara filosofis merupakan bagian 
dari dasar negara yaitu Sila ke 5 Pancasila yang berbunyi 
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” serta tercantum 
dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Repulik 
Indonesia 1945 dalam Pasal 28 A hingga 28 J. 
 Seperti yang telah tertulis sebelumnya, hak asasi manusia 
merupakan prinsip fundamental dari suatu keadilan yang secara 
yuridis dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Undang-
Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan). Keluarannya berupa Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam 
Pasal 2 menganut asas dasar bahwa Negara Republik Indonesia 
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 
pada dan tidak dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan. 
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan 
hak untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan 
nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak 
mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, 
hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, 
dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi 
manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan 
tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia juga mengatur mengenai Komnas HAM sebagai 
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lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas wewenang, dan 
tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia 
(Krisna Harahap, 2002: 106). Adanya hak asasi manusia 
menimbulkan adanya kewajiban dasar manusia yang dalam Pasal 
1 ayat (2) merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak 
asasi manusia. 
3) Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia 
 Anak bukan hanya bagian dari keberlangsungan hidup 
manusia namun juga negara. Sebagai penentu masa depan bangsa, 
anak berhak mendapat perlindungan serta kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, 
maupun sosial tanpa diskriminasi. Hak ini sudah melekat pada 
anak sejak ia dalam kandungan, karena hak asasi manusia pada 
prinsipnya merupakan karunia dari Tuhan. Jaminan oleh negara 
atas pemenuhan hak-hak ini berupa Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah kurang lebih 
selama 12 tahun berlaku, terjadi berbagai dinamika dalam hal 
perlindungan anak sehingga dilakukan peruahan undang-undang 
lama agar dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi anak di 
masa sekarang. Undang-undang itu berupa Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002. 
 Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
menekankan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Hal ini 
mewajibkan dan memberikan tanggung jawab pada negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati 
pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, 
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urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta 
berkewajiban dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang penyelenggaraan perlindungan anak (http://www.pn-
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-
perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindunga 
n-anak, diakses pada 11 November 2018 pukul 19.06 WIB). 
 Tanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya 
diemban oleh negara dan pemerintah, namun juga masyarakat 
sehingga masyarakat tidak dapat berlaku apatis dalam hal 
perlindungan anak.  Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat 
diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan 
dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan 
pemerhati anak (http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/arti 
kel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-peruba 
han-undang-undang-perlindungan-anak, diakses pada 11 
November 2018 pukul 19.33 WIB).  
 Orang tua sebagai tokoh yang krusial dalam perannya pada 
pendidikan keluarga memiliki kewajiban untuk mengasuh, 
memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 
dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 
dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 
pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang 
paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara 
langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan 
memantau pergaulan keseharian sang anak (http://www.pn-
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-
perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindunga 
n-anak, diakses pada 11 November 2018 pukul 19.39 WIB) 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menerapkan prinsip-prinsip dasar Konvensi 
Hak-Hak Anak yang diimplementasikan dalam Pasal 2 dimana 
penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan dengan 
prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi 
anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat 
anak. Prinsip ini harus ditegakkan agar terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
4) Prinsip Non-Diskriminasi sebagai Hak Asasi Manusia 
a) Konsep Diskriminasi secara Umum 
 Terdapat beberapa pengertian mengenai diskriminasi 
diantaranya: 
(1) Menurut Para Ahli (Joko Kuncoro, 2007: 11) 
(a) Menurut Watson (1984) 
Diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap 
kelompok tertentu. 
(b) Menurut Brigham (1991) 
Diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena 
keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. 
Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku, 
bahasa, adat istiadat, agama, kebangsaan dan lainnya. 
(c) Menurut Baron & Byrne (1997) 
Diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang 
yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik dan 
agama. Sehingga, menurut para ahli dapat ditarik 
kesimpulan bahwa diskriminasi adalah suatu sikap 
yang membeda-bedakan orang lain yang berdasarkan 
suku, agama, ras, dan sebagainya. 
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(2) Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia 
Di Indonesia, secara resmi tertulis di Pasal 1 ayat (3) bahwa 
diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan 
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis 
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 
 Suatu tindakan diskriminasi dipicu oleh beberapa 
penyebab. Berikut adalah sebab-sebab terjadinya diskriminasi 
menurut Yahya yaitu (Citra Multika Sari, 2017: 13-14): 
(1) Mekanisme pertahanan psikologi (projection) 
Seseorang memindahkan kepada orang lain ciri-ciri yang 
tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain. 
(2) Kekecewaan 
Setengah orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan 
mereka kepada ’kambing hitam’. 
(3) Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri 
Mereka yang merasa terancam dan rendah diri untuk 
menenangkan diri maka mereka mencoba dengan 
merendahkan orang atau kumpulan lain. 
(4) Sejarah 
Ditimbulkan karena adanya sejarah pada masa lalu. 
(5) Persaingan dan eksploitasi 
Masyarakat kini adalah lebih materialistik dan hidup dalam 
persaingan. Individu atau kumpulan bersaing diantara 
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mereka untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan dan 
kekuasaan. 
(6) Corak sosialisasi 
Diskriminasi juga adalah fenomena yang dipelajari dan 
diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain 
melalui proses sosialisasi. Seterusnya terbentuk suatu 
pandangan stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan 
yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan 
kelakuan, cara kehidupan dan sebagainya. Melalui 
pandangan stereotip ini, kanak-kanak belajar menghakimi 
seseorang atau sesuatu ide. Sikap prejudis juga dipelajari 
melalui proses yang sama. 
 Segala tindakan diskriminasi itu masuk ke dalam beberapa 
jenis diskriminasi (Fulthoni dan Muhammad Yasin, 2009: 9): 
(1) Diskriminasi berdasarkan suku atau etnis, ras, dan agama 
atau keyakinan; 
(2) Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran 
sosial karena jenis kelamin); 
(3) Diskriminasi terhadap penyandang cacat; 
(4) Diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS; dan 
(5) Diskriminasi karena kasta sosial. 
 Dalam penerapannya, suatu tindakan diskriminasi yang 
dilakukan masuk ke dalam dua tipe (Alo Liliweri, 2005: 221): 
(1) Diskriminasi Langsung 
Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti 
pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan 
semacamnya dan juga terjadi manakala pengambil 
keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap 
kelompok tertentu. 
(2) Diskriminasi Tidak Langsung 
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Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui 
penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras atau 
etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan 
kelompok ras atau etnik lainnya yang mana aturan dan 
prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi 
yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis 
bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. 
b) Diskriminasi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
 Pelanggaran hak asasi manusia sesungguhnya tidak terbatas 
pada perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang 
yang dilakukan oleh aparatur negara (state actor) atau oleh 
bukan aparatur negara (non-state actors), baik yang dilakukan 
dengan sengaja (by commission) maupun karena kelalaian atau 
pembiaran (by omission). Selain pelanggaran hak asasi manusia 
yang berupa perbuatan seseorang atau sekelompok orang 
tersebut, hak asasi manusia juga dapat dilanggar melalui 
undang-undang oleh karena materi muatan atau substansi 
undang-undang itu melanggar hak asasi manusia. Bila materi 
suatu undang-undang tergolong diskriminatif misalnya, maka 
undang-undang yang demikian tergolong melanggar hak asasi 
manusia (BPP HAM, 2016: 50). 
 Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Konvenan Internasional 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pengesahan 
kedua Konvenan ini menjadikan Indonesia memiliki dasar bagi 
pelaksanaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia 
(https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-
Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-
Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx, diakses pada 15 
November 2018 pukul 18.10 WIB). Bentuk ratifikasi Indonesia 
terhadap  Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
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Politik berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik.  
 Tindakan diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau paham lain, asal 
bangsa dan kelompok sosial, kekayaan, kelahiran dan status lain 
dengan tujuan atau pengaruh yang menghapus atau menghalangi 
pemenuhan atau menghalangi pemenuhan atau pelaksanaan hak-
hak sipil dan politik yang setara, merupakan pelanggaran 
terhadap Konvenan (BPP HAM, 2016: 50). Pelanggaran hak 
asasi manusia dipilah dalam 2 (dua) jenis yaitu melanggar dalam 
arti meniadakan sama sekali, dan melanggar dalam arti kurang 
memadai memberikan fasilitas untuk pelaksanaan hak asasi 
dengan baik (menghambat pelaksanaan). Undang-undang yang 
dimaksud adalah yang menyelenggarakan kehidupan bernegara 
(ketatanegaraan atau politik), dan yang menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial. Diskriminasi sebagai pelanggaran hak asasi 
manusia ini biasanya terjadi pada masyarakat minoritas yang 
merupakan kelompok yang secara numerik lebih rendah 
daripada sisa populasi suatu Negara—dalam posisi yang tidak 
dominan (A. Narayana Swamy, 2014: 14). 
 
2. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak 
a. Anak Terlantar 
1) Pengertian Anak Terlantar 
Menurut Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul 
Masalah Sosial Anak menyebutkan bahwa seorang anak dikatakan 
terlantar, bukan karena sekedar ia tidak lagi memiliki salah satu 
orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, telantar disini juga 
dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang 
secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk 
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memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi 
karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan 
atau ketidaksengajaan (Nancy Rahakbauw, 2016: 33). Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Anak memiliki beberapa jenis meliputi: 
a) Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya 
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; 
b) Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki 
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 
dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang 
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan 
kesamaan hak; dan 
c) Anak yang Memiliki Keunggulan adalah anak yang 
mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi 
dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan 
intelektual, tetapi juga pada bidang lain. 
2) Ciri-Ciri Anak Terlantar 
Bagong Suyanto juga menyebutkan ciri-ciri yang menandai 
seorang anak dikategorikan telantar adalah (Nancy Rahakbauw, 
2016: 34): 
a) Mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak 
yatim, piatu, atau yatim piatu; 
b) Anak yang telantar adalah anak yang biasanya lahir dari 
hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada 
yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara 
psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang 
dilahirkannya; 
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c) Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan 
oleh kedua orang tuannya atau keluarga besarnya, sehingga 
cenderung rawan diperlakukan salah; 
d) Meskipun kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab anak 
ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan 
menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui 
bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga 
akan menyebabkan kemampuan mereka dalam memberikan 
fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas; 
dan 
e) Anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban 
perceraian orang tuanya, anak yang hidup ditengah kondisi 
keluarga yang bermasalah–pemabuk, kasar, korban PHK, 
terlibat narkotika dan sebagainya. 
3) Tindakan Penelantaran 
Orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, 
baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan 
perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas 
perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran (Rusmil 
Kusnandi, 2004: 59). Termasuk didalamnya penelantaran anak 
adalah: 
a) Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, 
misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak; 
b) Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera 
yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah 
yang membahayakan; 
c) Penelantaran emosi, tidak memberikan perhatian kepada anak, 
menolak keberadaan anak; 
d) Penelantaran pendidikan, anak tidak mendapatkan pendidikan 
sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana 
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pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk 
keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah; dan 
e) Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan 
makan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak untuk dapat 
tumbuh kembang secara optimal. 
Tindakan penelantaran ini secara umum terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu (Abu Huraerah, 2007: 67): 
a) Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, 
tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal; dan 
b) Ketelantaran yang disebabkan karena kesengajaan, gangguan 
jiwa dan/atau ketidakmengertian keluarga atau orang tua, atau 
hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam 
kelompok ini adalah anak-anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik 
secara fisik maupun seksual. 
4) Urgensi Keluarga Bagi Anak Terlantar 
Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat, dan sangat 
signifikan berpengaruh terhadap perkembangan dan kehidupan 
secara umum. Keluarga adalah unit dalam masyarakat yang 
bertanggungjawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 
anak. Abraham H. Maslow menjelaskan, keluarga merupakan 
tempat dan berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
manusia mulai dari kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, 
kebutuhan harga diri, sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri 
(Frank G. Goble, 1994: 41). Keluarga begitu penting, karena 
keluarga memiliki fungsi untuk (Yadi Mulyadi dkk, 1995: 108): 
a) Melakukan keturunan atau reproduksi; 
b) Afeksi atau kasih sayang; 
c) Sosialisasi; 
d) Ekonomi; 
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e) Pengawasan atau Kontrol Sosial; dan 
f) Proteksi atau Perlindungan. 
b. Konsep Pengangkatan Anak Secara Umum 
1) Pengertian Pengangkatan Anak 
 Berbagai jenis anak yang telah dijelaskan diatas kemudian 
memicu adanya pengangkatan anak. Secara etimologis, anak 
angkat sebenarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu 
kata adoptie atau dalam terjemahan Bahasa Inggris berasal dari 
kata adopt yang berarti mengangkat anak (Muderis Zaini, 1999: 
4). Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata 
Adopsi. Selain itu, secara terminologi, menurut Surojo 
Wignjodipuro, S. H. dalam bukunya yang berjudul Pengantar 
Azas-Azas Hukum Adat memberikan batasan adopsi 
(mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak 
orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga 
antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu 
timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada 
antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Husnah, 2009: 
13). 
 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mencatat secara 
tegas bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang 
mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, 
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 
lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Sebagaimana 
diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1), anak angkat adalah anak yang 
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, 
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan 
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atau penetapan pengadilan. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (4) 
tertulis bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi 
kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. 
Namun, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 
antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya seperti 
yang tertulis dalam Pasal 4. 
 Anak adalah bagian dari generasi muda, penerus cita-cita 
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 
bangsa. Untuk mewujudkan masyarakat masa depan Indonesia 
yang cerdas dan berkualitas, maka diperlukan pembinaan sejak 
dini agar perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan 
sosial anak menjadi optimal. Pasal 2 menekankan pentingnya 
pembinaan anak sejak dini, karena tujuan dari pengangkatan anak 
bukanlah untuk kepentingan lain selain kepentingan terbaik bagi 
anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan 
perlindungan anak, yang dilaksanaakan berdasarkan adat 
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2) Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia 
 Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat 
dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena 
menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Maka, 
pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 129 
Tahun 1917 yang dalam Bab II mengatur pengangkatan anak 
yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Setelah zaman 
kemerdekaan, pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang 
Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia dimana pengangkatan anak diatur di Pasal 2. Kemudian 
pada tahun 1977 muncul Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang 
memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri. Pada 
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tahun 1978, lahir Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan 
Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 
tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur 
pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing. 
 Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, terkhusus 
anak angkat maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak yang didalamnya mengatur 
secara tegas di Pasal 12 bahwa motif dan anak yang dikehendaki 
yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut. 
Kemudian pada tahun 1983, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan 
dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 
mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini berisi petunjuk 
dan pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan atau 
penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Pada tahun 
1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 
41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 
Pengangkatan Anak sebagai maksud untuk pedoman yang bersifat 
administratif dalam hal pengangkatan anak. 
 Pada tahun 2002, disahkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai komitmen 
pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta 
solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu 
memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk 
mengangkat anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. 
Tanpa disangka, pada tahun 2005 terjadi becana alam gempa 
bumi dan gelombang tsunami d Aceh dan Nias yang 
menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak yang 
kehilangan orang tuanya sehingga ada keinginan sukarelawan 
asing untuk melakukan pengangkatan anak. Oleh LSM dan Badan 
Sosial Keagamaan lainnya dirasa membahayakan akidah agama 
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anak tersebut sehingga dibentuklah Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.  
 Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi di 
masyarakat dalam pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu 
pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, 
pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan jual beli organ tubuh 
anak, maka perlu pengaturan tentang pelaksanaan anak yang 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Husnah, 2009: 9-12). 
c. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia 
 Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang 
sebagaimana dimaksudkan. Hal tersebut tercatat dalam Pasal 1 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Disisi lain, Pelaksanaan 
pengangkatan anak bukanlah tindakan yang seragam. 
Ketidakseragaman ini menimbulkan adanya jenis dalam pengangkatan 
anak. 
1) Jenis Pengangkatan Anak 
a) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (Pasal 7 
huruf a) 
 Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia memiliki 
2 jenis, yaitu: 
(1) Pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan setempat (Pasal 
8 huruf a), yaitu: 
(a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan 
setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan 
dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih 
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melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan 
bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1)); dan 
(b) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan 
(Pasal 9 ayat (2)). 
(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan (Pasal 8 huruf b), yaitu: 
(a) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud mencakup 
pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan 
anak melalui lembaga pengasuhan anak (Pasal 10 ayat 
(1)); dan 
(b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui 
penetapan pengadilan (Pasal 10 ayat (2)). 
b) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara Asing (Pasal 7 huruf b) 
 Perlu diketahui dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa 
pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 
Negara Asing merupakan upaya terakhir yang dilakukan 
melalui putusan pengadilan seperti yang tertulis dalam Pasal 
11 ayat (2). Pengangkatan anak ini memiliki 2 jenis: 
(1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 
Negara Asing (Pasal 11 ayat (1) huruf a); dan 
(2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh 
Warga Negara Indonesia (Pasal 11 ayat (1) huruf b). 
2) Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 
 Dalam pengangkatan anak oleh sesama Warga Negara 
Indonesia, kedua pihak yaitu calon anak angkat dan calon orang 
tua angkat harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut 
berupa (Rusli Pandika, 2012: 112-114): 
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a) Syarat Bagi Calon Anak Angkat  
(1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 
(2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 
(3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga 
Pengasuhan Anak; dan 
(4) Memerlukan perlindungan khusus. 
b) Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat 
(1) Sehat jasmani dan rohani; 
(2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling 
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 
(3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 
(4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena 
melakukan tindak kejahatan; 
(5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 
(6) Tidak merupakan pasangan sejenis; 
(7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 
satu orang anak; 
(8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan okum; 
(9) Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua 
atau wali anak; 
(10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak 
adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan 
perlindungan anak; 
(11) Adanya laporan oknum atau pekerja oknum setempat; 
(12) Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak 
ijin pengasuhan diberikan; dan 
(13) Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi 
Sosial. 
 Selain syarat-syarat yang tercantum dalam bab khusus 
tersebut, terdapat syarat lain yang tercantum dalam Pasal 3. 
Syarat tersebut berupa: 
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a) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 
dianut oleh calon anak angkat; dan 
b) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 
3) Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
 Berkaitan dalam hal tata cara pengangkatan anak diatur 
dalam Bab IV Tata Cara Pengangkatan Anak yang terbagi 
menjadi 2 bagian yaitu Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar 
Warga Negara Indonesia dan Bagian Kedua Pengangkatan Anak 
Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing, 
yaitu: 
a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia 
(1) Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan 
sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan (Pasal 19). 
(2) Apabila sudah memenuhi persyaratan, permohonan 
pengangkatan anak diajukan ke pengadilan untuk 
mendapat penetapan pengadilan (Pasal 20 ayat (1))  
(3) Kemudian pengadilan menyampaikan salinan penetapan 
pengangkatan anak ke instansi terkait (Pasal 20 ayat (2)).  
(4) Seorang Warga Negara Indonesia hanya dapat 
mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan 
jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun (Pasal 21 ayat 
(1)).  
(5) Apabila calon anak yang akan diangkat adalah kembar, 
calon orang tua angkat dapat melakukan pengangkatan 
anak sekaligus dengan saudara kembarnya (Pasal 21 ayat 
(2)). 
b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara Asing 
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(1) Apabila telah memenuhi persyaratan, permohonan 
pengangkatan anak dapat diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan putusan pengadilan (Pasal 22 ayat (1)). 
(2) Kemudian pengadilan menyampaikan salinan putusan 
pengangkatan anak ke instansi terkait (Pasal 22 ayat (2)).  
(3) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di 
Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis 
mutandis ketentuan Pasal 22 (Pasal 23). Mutatis 
mutandis berarti dengan perubahan yang perlu – perlu 
(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bdfcd4e7
c122/pengertian-mutatis-mutandis, diakses pada 2 
November 2018 pukul 17.03 WIB). 
(4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang 
dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah 
Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar 
negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
(Pasal 24) mengenai syarat pengangkatan anak.  
(5) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri 
dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan 
anak (Pasal 25 ayat (1)).  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan 
Perizinan Pengangkatan Anak diatur dengan Peraturan 
Menteri (Pasal 25 ayat (2)). 
 
3. Tinjauan tentang Harmonisasi Hukum 
 Istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu 
hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini 
dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia 
hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat 
keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. L.M Gandhi yang 
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mengutip buku tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over 
harmonisatie instaaat en bestuurecht (1988)  mengatakan bahwa 
harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan 
perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem 
hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, 
kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid) dan kesebandingan 
(equit, billijkeid), kegunaan  dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan 
mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. 
a. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum 
 Berlakunya peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak 
secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama memberi 
konsekuensi terjadinya disharmonisasi hukum seperti misalnya 
tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Penerapan 
tanpa adanya harmonisasi hukum sudah tentu akan menimbulkan 
benturan kepentingan. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki 
tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk 
melaksanakan strategi, dimana ketiga hal ini dirumuskan dalam 
bentuk kebijakan-kebijakan. 
 Terdapat dua jenis kebijakan yaitu kebijakan yang bersifat tetap 
atau regulatory policies. Kebijakan ini diterapkan dalam bentuk 
peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Disisi lain, ada kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu mudah 
diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dari sisi pencegahan, 
harmonisasi hukum berupaya untuk mencegah terjadinya 
disharmonisasi hukum. Apabila telah terjadi, maka diperlukan 
harmonisasi hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 
Keadaan disharmonisasi hukum yang terjadi dapat berupa tumpang 
tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, 
benturan kepentingan, dan tindak pidana. 
 Faktor-faktor yang mencerminkan potensi terjadinya 
disharmonisasi hukum (Kusnu Goesniadhie, 2010: 18-19), yaitu : 
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1) Perbedaan antara undang-undang atau peraturan perundang-
undangan, kemudian jumlah peraturan yang makin banyak 
menyebabkan kesulitan untuk mengetahui semua peraturan 
tersebut; 
2) Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan 
pelaksanannya; 
3) Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan 
instansi pemerintah; 
4) Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan 
yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung; 
5) Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah Pusat yang saling 
bertentangan; 
6) Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah; 
7) Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian 
tertentu; dan 
8) Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena 
pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. 
b. Fungsi Harmonisasi Hukum 
 Menurut Wicipto Setiadi, setidaknya ada tiga fungsi harmonisasi 
hukum (Wicipto Setiadi, 2007: 48), yaitu: 
1) Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, 
kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-
undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat 
berfungsi secara efektif; 
2) Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam 
rangka pencegahan diajukannya permohonan judicial review 
peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang 
berkompeten; dan 
3) Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian 
hukum. 
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c. Langkah-langkah Harmonisasi Hukum 
 Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan 
harmonisasi hukum (Kusnu Goesniadhie, 2010: 12-13), yaitu: 
1) Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan 
perundang-undangan; 
2) Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum; 
3) Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran 
dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum 
yang disharmoni menjadi harmoni; 
4) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi 
hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika; dan 
5) Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan 
pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan 
menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan 
penalaran hukum. 
Upaya penemuan hukum dalam langkah harmonisasi dapat 
dilakukan dengan Metode Penafsiran dan Metode Konstruksi Hukum 
yang terdiri dari (Kusnu Goesnadhie, 2010: 134-138): 
1) Metode Penafsiran, yang dibagi menjadi empat metode yaitu: 
a) Intrepretasi Gramatikal, dengan menafsirkan menurut bahasa 
dan merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang 
yang paling sederhana dibandingkan dengan metode 
intrepretasi yang lain; 
b) Intrepretasi Sistematis atau Logis, dengan menafsirkan 
peraturan perundang-undangan dengan peraturan hukum atau 
undang-undang yang lain atau dengan keseluruhan sistem 
hukum; 
c) Intrepretasi Historis, dengan menafsirkan makna undang-
undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah 
terjadinya; dan 
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d) Intrepretasi Teologis atau Sosiologis, dengan menafsirkan 
undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-
undang.  
2) Metode Konstruksi, yang disebut juga metode argumentasi. 
Menurut metode ini, penalaran dideskripsikan menjadi: 
a) Argumentum per Analogiam,  dimana ada kalanya peraturan 
perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga 
untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya, 
hakim akan memperluasnya dengan analogi peristiwa serupa, 
sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang 
diperlakukan sama; 
b) Argumentum a Contrario, pengkonstruksian dengan cara 
mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip 
itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu 
peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya; dan 
c) Penyempitan hukum, pengkonstruksian dengan cara 
mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip 
itu diterapkan dengan “seperti” mempersempit keberlakuannya 
pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.  
 Dalam hal penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, 
dan pemberian argumentasi yang rasional dilakukan untuk 
menemukan: 
1) Kehendak hukum atau cita-cita hukum yaitu kepastian hukum itu 
sendiri; 
2) Kehendak masyarakat yaitu keadilan; dan 
3) Kehendak moral yaitu kebenaran. 
d. Pendekatan Harmonisasi Hukum 
 Menurut Kusnu Goesniadhie, terdapat 4 macam pendekatan yang 
dilakukan dalam proses harmonisasi hukum (Kusnu Goesniadhie, 
2010: 13-17), yaitu: 
1) Harmonisasi Hukum Mengacu pada Perundang-undangan 
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  Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan 
sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan 
perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, sehingga 
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan 
prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
baik. Dalam hal ini, harmonisasi hukum memegang peranan yang 
sangat strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar 
memudahkan proses selanjutnya. 
  Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut  hal-hal yang 
bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang 
tumpang tindih atau saling bertentangan seperti yang diuraikan 
diatas. Harmonisasi hukum juga mempunyai peranan penting 
dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan 
yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. 
  Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya 
terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan 
beserta tata urutannya. Secara ideal dilakukan terintegrasi yang 
meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang-undangan, 
yaitu:  
a) Pengertian umum peraturan perundang-undangan;  
b) Makna urutan peraturan perundang-undangan;  
c) Fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan;  
d) Penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan; 
e) Pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan; dan 
f) Hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan 
norma hukum yang lain. 
2) Harmonisasi Hukum Mengacu Ruang Lingkup 
  Dalam pengertian ini, harmonisasi hukum merupakan 
upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan 
pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-
masing peraturan perundang-undangan tercapai. 
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3) Harmonisasi Hukum Mengacu pada Keterpaduan Kelembagaan 
  Aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan 
yang baik diwujudkan dalam bentuk interaksi hukum dan 
kelembagaan yang terjadi di setiap komponen kegiatan. Upaya 
untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan, 
dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, 
penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan 
kepentingan masing-masing lembaga dengan arahan utama untuk 
mengembangkan suatu produk hukum yang baik.  
  Apabila keterpaduan hukum dapat terwujud, maka 
keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selalu selaras dengan 
nila-nilai muatan agama. Sehingga keterpaduan kelembagaan 
senantiasa akan menjadi jaminan bagi diselenggarakannya 
harmonisasi hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik. 
4) Harmonisasi Hukum Mengacu pada Kodifikasi dan Unifikasi 
  Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya 
untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar 
tidak berubah lagi. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut 
harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. 
Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan 
perundang-undangan ke dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai 
dengan karakteristik sebagai berikut: 
a) Adanya satu kitab undang-undang; 
b) Adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum 
yang berlaku; 
c) Adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku; 
d) Adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif; dan 
e) Adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum. 
  Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan 
menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Disamping 
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itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi 
pengembangan dinamika harmonisasi hukum. 
e. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
 Hukum di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengartikan 
peraturan perundang-undangan adalah peraturan  tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Melihat konsep harmonisasi diatas, maka harmonisasi peraturan 
perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan 
antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral 
atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.  
 Di Indonesia sistem pembentukan peraturan perundang-undangan 
dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk Undang-Undang. Dalam Pasal 22A Undang-Undang 
Dasar 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 
pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Delegasi 
ketentuan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertulis secara 
tegas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri 
atas: 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4) Peraturan Pemerintah; 
5) Peraturan Presiden; 
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan ini 
memiliki arti penting dalam hal kekuatan hukum peraturan perundang-
undangan tersebut. Hal ini tertulis dalam Pasal 7 ayat (2) yang 
berbunyi: 
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai 
dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 Adanya ketentuan ini menjelaskan bahwa telah diatur kekuatan 
hukum mengikat dari masing-masing peraturan perundang-undangan. 
Materi peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung 
substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 
Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting 
dalam hal peraturan perundang-undangan merupakan bahan integral 
atau subsistem dalam sistem hukum suatu negara sehingga peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat saling berkaitan dan bergantung 
serta membentuk suatu keutuhan.  
f. Asas Dalam Harmonisasi Hukum 
 Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan berlaku asas 
Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang memiliki arti peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau 
mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 
Sehingga dalam penyusunannya, perancang peraturan perundang-
undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (Peter 
Stone, 2006: 23). Hal ini disebut harmonisasi vertikal peraturan 
47 
 
 
 
perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-
undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki 
yang berbeda.  
 Sedangkan, berdasar pada asas Lex Posterior Delogat Legi Priori 
yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang baru 
mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan 
yang lama dan asas Lex Specialist Delogat Legi Generalis yang berarti 
suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus 
mengenyampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan 
yang bersifat umum, berlaku harmonisasi horisontal dimana 
harmonisasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam 
struktur hierarki yang sama atau sederajat. Di dalam penjelasan Pasal 
6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan terdapat asas kemanusiaan yaitu 
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
mencerminkan perlindungan dan pernghormatan hak asasi manusia 
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia 
secara profesional.  
 
4. Tinjauan tentang Teori Jenjang Norma 
a. Norma Hukum dan Hierarkinya 
 Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi 
seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat 
(Maria Farida, 2006: 6). Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma 
hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti dimana 
norma ini memiliki fungsi untuk memerintah, melarang, 
menguasakan, membolehkan, dan menyimpang dari ketentuan 
(Yuliandri, 2010: 21). Kelsen mengungkapkan bahwa tata kaedah 
hukum suatu negara merupakan suatu sistem kaedah-kaedah hukum 
yang hierarkis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana (Purnadi 
Purbacaraka, 1979: 41). Kelsen kemudian mengemukakan teorinya 
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bernama teori jenjang norma dimana ia berpendapat bahwa norma 
hukum- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam 
suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah 
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma 
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang 
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang 
tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. 
Kaedah dasar itu disebut “grundnorm” atau “ursprungnorm”. 
Grundnorm bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, 
namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan 
perundang-undangan yang berada dibawahnya. Pada akhirnya 
mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum, dikembalikan pada 
suatu yang berakar dalam suatu grundnorm. Grundnorm merupakan 
norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan 
bagian dari hukum positif melainkan sumber dari hukum positif 
(Bahder Johan Nasution, 2011: 124). 
 Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum publik dibentuk 
oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) 
atau disebut suprasturktur sehingga norma-norma hukum publik ini 
harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat dan 
dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang 
diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan 
yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh 
masyarakat atau disebut juga infrasturktur. Namun, meskipun norma 
itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, Hans Nawiasky yang 
merupakan murid dari Hans Kelsen berpendapat norma hukum dari 
suatu negara juga berkelompok-kelompok yang terdiri dari: 
1) Kelompok I, Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara); 
2) Kelompok II, Staatgrundgesetz (aturan dasar atau pokok negara); 
3) Kelompok III, Formell Gezetz (undang-undang formal); dan 
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4) Kelompok IV, Verodnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana 
& aturan otonom). 
 Norma hukum yang tertinggi merupakan kelompok pertama adalah 
staatsfundamentalnorm. Menurut Hans Nawiasky, istilah 
staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara 
(staatsverfassung), termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum 
suatu staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu 
konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum 
adanya konstitusi atau undang-undang dasar (Maria Farida, 2006: 27-
28). 
b. Norma Hukum di Indonesia 
 Norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori 
yang dikemukakan oleh Hans kelsen yaitu Stuffenbau Theory, secara 
umum dapat dikelompokan peraturan perundang-undangan dalam 
empat tingkat yaitu (Yuliandri, 2010: 44-45): 
1) Kekentuan yang memuat norma dasar; 
2) Ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar; 
3) Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan 
pelaksanaan; dan 
4) Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci 
peraturan pemerintah. 
 Berdasarkan teori Hans Kelsen yang dikelompokkan oleh Hans 
Nawiasky, struktur tata hukum Indonesia adalah (Jimmy Asshiddiqie 
dan M. Ali Safaat, 2006: 171): 
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945); 
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan 
Konvensi Ketatanegaraan; 
3) Formell Gesetz: Undang-Undang; dan 
4) Verordnung & Autonome Satzung: secara hierarkis mulai dari 
Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. 
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5. Tinjauan tentang Konsep Keadilan Menurut Pandangan Bangsa 
Indonesia 
 Konsep keadilan yang berasal dari pemikiran barat tidak serta 
merta identik dengan konsep keadilan menurut pandangan bangsa 
Indonesia. Perbedaan ini muncul karena pandangan hidup masyarakat 
barat yang bersifat individualistis, liberal, dan materialistis dengan cara 
berpikirnya yang abstrak, analitis, dan sistematis. Berbeda dengan 
pandangan hidup bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan 
keluarga dan hidup dalam alam yang diliputi suasana magis metafisis 
dengan cara berpikir konkrit dan riil (Bahder Johan Nasution, 2011: 109). 
Latar belakang yang dimiliki bangsa Indonesia ini menuntun adanya 
konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia itu sendiri. Konsep 
itu berupa: 
a. Konsep Keadilan Menurut Pancasila 
 Konsep keadilan menurut Pancasila mengarah pada berlakunya 
prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan 
perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat. Yang perlu 
dicermati adalah implementasi rumusan umum asas keadilan yang 
merupakan inti dari upaya perlindungan hukum. Konsep keadilan ini 
tertuang dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa (Bahder 
Johan Nasution, 2011: 109). 
 Pancasila sebagai filsafat mempunyai arti yang bersifat substantif 
dan regulatif. Bersifat substantif karena Pancasila merupakan paham 
atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar 
dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya. Adapun sifat 
regulatifnya adalah karena dalam butir-butir masing-masing sila 
nampak nilai operatif dan regulatif karena masing-masing sila itu 
sebagai suatu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan bekerja 
sama, juga memberikan pengaturan yang dapat menjadi pedoman 
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kehidupan manusia Indonesia secara langsung (Bahder Johan 
Nasution, 2011: 110). 
 Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam Sila Kedua 
yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam rumusan sila ini, 
sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling 
mencintai, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, 
membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati, serta kerja 
sama dengan bangsa lain. Sedangkan, makna adil dalam Sila Kelima 
yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah gotong 
royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi 
sosial hak milik dan hidup sederhana (Bahder Johan Nasution, 2011: 
111). 
 Namun ketika berbicara mengenai keadilan, bangsa Indonesia 
mengakui bahwa keadilan absolut hanya ada pada Tuhan Yang Maha 
Esa. Sila Pertama Pancasila merupakan konsep keadilan yang 
sesungguhnya, seadil-adilnya dan maha adil (Bahder Johan Nasution, 
2011: 112). 
b. Konsep Keadilan dalam Pembentukan Hukum Nasional 
 Dalam pembentukan hukum nasional, konsep keadilan harus 
diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila. Setelah itu baru 
dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 
harus merasakan keadilan itu. Menurut konsep Pancasila, pengaturan 
tersebut bersifat mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara 
pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan 
secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan 
yang manusiawi, sehingga adil bagi tiap manusia untuk memperoleh 
kesempatan yang luas dan untuk mengembangkan seluruh potensi 
kemanusiaannya secara utuh (Bahder Johan Nasution, 2011: 112-113). 
 Keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain 
atau masalah hidup berkelompok. Pembahasan mengenai keadilan 
harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang dalam hal ini secara 
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khusus merupakan keadilan dari segi pengertian hukum Indonesia. 
Masalah keadilan dalam arti hukum bersumber pada Undang-Undang 
Dasar 1945, yang artinya keadilan harus terkait ada dua hal di dalam 
kehidupan berkelompok di Indonesia yaitu keadilan terkait dengan 
ketertiban bernegara, dan keadilan terkait dengan kesejahteraan sosial 
(Bahder Johan Nasution, 2011: 114). 
 Hukum bukanlah sekedar alat bagi mereka yang kuat, atau 
keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, 
sekalipun terjadinya mungkin demikian. Dalam kaitannya dengan 
keadilan, hukum harus memiliki fungsi tertentu. Roscoe Pound 
melansir gagasan law as tools of social engineering dimana idealnya, 
hukum dapat dipergunakan sebagai alat dalam membentuk 
masyarakat. Lazimnya, adagium yang berkembang di negara-negara 
berkembang adalah law as tools of the ruler sehingga dalam titik 
tertentu penyimpangan yang terjadi juga sangat luas (Bahder Johan 
Nasution, 2011: 114). 
 Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan adalah alat bagi 
para penguasa dalam melanggengkan kepentingan-kepentingannya. 
Jelas bahwa koneksitas antara hak asasi manusia dengan hukum telah 
dijabarkan, bahwa pemerintah melalui perangkat peraturan 
perundang-undangannya harus menjamin perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia diterjemahkan sebagai 
hak tertinggi atas setiap individu di masyarakat. Sasarannya agar 
perangkat peraturan tersebut dapat memenuhi cita keadilan sebagai 
manifestasi dari kedaulatan rakyat (Bahder Johan Nasution, 2011: 
114-115). 
c. Konsep Keadilan sebagai Ide Hukum Nasional 
 Hakekat keadilan sebagai ide hukum nasional adalah penilaian 
terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu 
norma. Ada dua pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu pihak yang 
membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai 
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tindakan itu. Dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud 
adalah pihak penguasa atau pemerintah sebagai pihak yang mengatur 
kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak 
masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara 
diatur oleh ketentuan hukum (Bahder Johan Nasution, 2011: 119).  
 Makna hukum diwujudkan melalui keadilan dalam kehidupan 
manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-
prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang 
dimaksud disini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari 
prinsip-prinsip keadilan. Bertolak dari pemikiran ini, pengaturan hak 
dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan 
menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat perasaan keadilan 
yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor 
yang berperan dalam pembentukan hukum. Dengan dibangun diatas 
prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai 
prinsip hukum atau ide hukum (Bahder Johan Nasution, 2011: 120). 
 Menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan atas hukum, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum 
dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan 
Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham 
konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh kekuatan 
yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi 
atau berdasarkan hukum dasar, terdapat suatu hierarki perundang-
undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana 
Undang-Undang Dasar 1945 berada di puncaknya (Bahder Johan 
Nasution, 2011: 123). 
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Pasal 28A - J 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
1945 
  
UU No. 
35/2014 ttg 
Perubahan Atas 
UU No. 
23/2002 ttg 
Perlindungan 
Anak 
  
UU No. 
39/1999 ttg 
HAM 
  
UU No. 
12/2011 ttg 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundangan-
Undangan 
  
Kesesuaian 
  
Pasal 3 ayat (2) PP No. 54/2007 ttg Pelaksaan Pengangkatan 
Anak 
  
UU No. 
23/2002 ttg 
Perlindungan 
Anak 
  
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
 Kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari Pasal 28A hingga Pasal 
28J mengenai hak asasi manusia yang secara khusus diatur dalam Bab XA 
Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A-J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini merupakan dasar dari 
aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. Dalam menganalisis kesesuaian antara Pasal 3 ayat 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia dibutuhkan beberapa pasal yang berkaitan 
dengan siapa yang tergolong anak, pengertian anak terlantar, tujuan dari 
pengangkatan anak, perlindungan agama calon anak angkat dalam Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal melakukan 
proses harmonisasi hukum, perlu dicermati aturan dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan proses menelusuri, 
mencermati, dan mengidentifikasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, penulis akan menjabarkan pasal-pasal yang berkaitan 
dengan isu yang diangkat dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 
berupa: 
1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia 
a. Pasal 28A: 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 
 
b. Pasal 28B ayat (2): 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
c. Pasal 28C ayat (1): 
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. 
 
d. Pasal 28E ayat (1): 
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak kembali. 
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e. Pasal 28E ayat (2): 
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
 
f. Pasal 28H ayat (1): 
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
 
g. Pasal 28I ayat (1): 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dihadapkan dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun. 
 
h. Pasal 28I ayat (2): 
Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
 
i. Pasal 28I ayat (4): 
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
 
j. Pasal 31: 
Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang 
layak atau bermutu 
 
 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
a. Pasal 1 ayat (3) dalam Ketentuan Umum: 
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan 
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 
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b. Pasal 1 ayat (6) dalam Ketentuan Umum: 
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 
disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan 
atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang 
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum 
yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
 
c. Pasal 3 ayat (3) dalam Asas-Asas Dasar: 
Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 
 
d. Pasal 4 dalam Asas -  Asas Dasar: 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun dan oleh siapapun. 
 
e. Pasal 9 ayat (1) dalam Hak Untuk Hidup: 
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. 
 
f. Pasal 9 ayat (2) dalam Hak Untuk Hidup: 
Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin. 
 
g. Pasal 9 ayat (3) dalam Hak Untuk Hidup: 
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
 
h. Pasal 11 dalam Hak Mengembangkan Diri: 
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara layak. 
 
i. Pasal 12 dalam Hak Mengembangkan Diri: 
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, 
dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 
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beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, 
dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. 
 
j. Pasal 22 ayat (1) dalam Hak Atas Kebebasan Pribadi: 
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
 
k. Pasal 22 ayat (2) dalam Hak Atas Kebebasan Pribadi: 
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
dan kepercayaannya itu. 
 
l. Pasal 40 dalam Hak Atas Kesejahteraan: 
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan 
yang layak. 
 
m. Pasal 52 ayat (1) dalam Hak Anak: 
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, dan negara. 
 
n. Pasal 52 ayat (2) dalam Hak Anak: 
Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak 
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam 
kandungan. 
 
o. Pasal 53 ayat (1) dalam Hak Anak: 
Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 
 
p. Pasal 56 ayat (2) dalam Hak Anak: 
Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 
memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang 
ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak 
oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
q. Pasal 57 ayat (2) dalam Hak Anak: 
Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali 
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 
 
r. Pasal 58 ayat (1) dalam Hak Anak: 
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Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 
atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab 
atas pengasuhan anak tersebut. 
 
s. Pasal 60 ayat (1) dalam Hak Anak: 
Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, 
bakat, dan tingkat kecerdasannya. 
 
t. Pasal 100 dalam Partisipasi Masyarakat: 
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan 
lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, 
dan pemajuan hak asasi manusia. 
 
 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
a. Pasal 4 dalam BAB III Hak dan Kewajiban Anak: 
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
b. Pasal 7 ayat (2) dalam BAB III Hak dan Kewajiban Anak: 
Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka 
anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau 
anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
c. Pasal 8 dalam BAB III Hak dan Kewajiban Anak: 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
 
 
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
a. Pasal 9 ayat (1) dalam BAB III Hak dan Kewajiban Anak: 
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Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakat. 
 
b. Pasal 20 dalam BAB IV Kewajiban dan Tanggung Jawab: 
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, 
dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 
 
c. Pasal 21 ayat (1) dalam BAB IV Kewajiban dan Tanggung Jawab: 
Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan 
kondisi fisik dan/atau mental. 
 
d. Pasal 25 ayat (1) dalam BAB IV Kewajiban dan Tanggung Jawab: 
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
 
e. Pasal 39 ayat (1) dalam BAB VIII Pengasuhan dan Pengangkatan 
Anak: 
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
  
B. Pembahasan 
1. Kesesuaian Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
 Dalam bukunya yang berjudul Harmonisasi Sistem Hukum, Kusnu 
Goesnadhie menjelaskan faktor-faktor yang mencerminkan potensi 
terjadinya disharmonisasi hukum di Indonesia, yaitu:  
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a. Perbedaan antara undang-undang atau peraturan perundang-undangan, 
kemudian jumlah peraturan yang makin banyak menyebabkan kesulitan 
untuk mengetahui semua peraturan tersebut; 
b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanannya; 
c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan 
instansi pemerintah; 
d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi 
dan Surat Edaran Mahkamah Agung; 
e. Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah Pusat yang saling 
bertentangan; 
f. Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah; 
g. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian 
tertentu; dan 
h. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena 
pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. 
 Bunyi “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas setempat” dalam Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak ini menyebabkan kendala dalam penerapan aturan 
tersebut karena menimbulkan benturan kepentingan dalam hal 
pengangkatan anak. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Binjai, 
Sumatera Utara. Seorang Polwan bernama Aipda Rouli Ida Maharani 
Hutagaol menemukan seorang bayi di Pasar Sepuluh Tanjungjati, Kota 
Binjai, Sumatera Utara pada 28 Agustus 2017. Naluri kemanusiaan yang ia 
miliki tidak memandang agama, ras dan berbagai jenis pengelompokan 
lainnya. Ida kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak ke 
Dinas Sosial Kabupaten Binjai dan mengikuti prosedur sesuai aturan. 
Namun, setelah dua minggu, Dinas Sosial menolak permohonan 
pengangkatan anak yang diajukan Ida karena terganjal Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
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Pengangkatan Anak. Menurut aturan, bayi mungil itu ditentukan beragama 
Islam sesuai agama mayoritas warga di lokasi tempat bayi ditemukan.  
 Apabila menilik lebih lanjut, dasar hukum dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dimana undang-undang ini berdasar pada Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak inipun merupakan turunan dari Pasal 39 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 
tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Memang benar apabila menganut pada Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak 
menyalahi peraturan diatasnya.  
 Namun, justru Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan peraturan yang setara 
dalam hal ini pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang berdampak pada pelaksanaan 
pengangkatan anak di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkhusus Pasal 3 ayat (2). Pasal 
3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan turunan Pasal 39 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat 
aturan bahwa agama calon orang tua angkat harus sesuai dengan calon 
anak angkat. Hal ini karena peraturan perundangan Indonesia tentang anak 
menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan 
ibadah menurut agamanya (Rusli Pandika, 2010: 108). Pasal 39 ayat (4) 
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Undang-Undang ini menjelaskan alasan aturan dalam ayat (1) berfungsi 
untuk menghormati dan melindungi hak dan kepentingan anak atas agama 
yang telah dianutnya. Penjelasan atas Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak memang tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah-nya.  
 Sebagai turunan dari Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penjelasan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak sudah dipenuhi oleh Pasal 39 ayat (5) yang juga tidak 
mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Mengutip bagian dari penjelasan itu bahwa 
“Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung 
jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk 
setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah 
diadakan penelitian yang sungguh-sungguh”. Dalam penjelasan ini, 
memungkinkan adanya penyesuaian agama anak terlantar apabila 
dilakukan musyawarah oleh penduduk setempat. Namun, apabila tidak 
terjadi musyawarah, maka penjelasan ini tidak dapat mengakomodir 
keinginan orang tua angkat yang beragama minoritas untuk melakukan 
pengangkatan anak terlantar. 
 Penjelasan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak hanya menerangkan siapa yang masuk 
dalam kategori anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam ayat ini. 
Ayat dalam pasal ini tetap bersifat diskriminatif karena dalam 
penjelasannya tidak memberi kontribusi secara spesifik mengenai situasi 
ketika anak ini ditemukan. Lalu, bagaimana bisa Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak telah mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? Menyingkat 
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isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan bahwa: 
Diskriminasi adalah pembatasan yang langsung ataupun tak 
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, 
dan status sosial yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 
 
 Hal ini membuktikan bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
memenuhi unsur tindakan diskriminatif melihat dampaknya dalam hal 
pengangkatan anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya oleh orang 
tua beragama minoritas setempat. Diskriminasi berdasarkan agama dalam 
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini masuk dalam kategori diskriminasi 
tidak langsung dimana diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui 
penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras atau etnik tertentu 
untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras atau etnik lainnya 
dimana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung diskriminasi 
yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas 
atau kelompok masyarakat tertentu. Ras atau etnik dalam pengertian ini 
dapat dimaknai sebagai agama karena konteks diskriminasi dapat terjadi 
atas berbagai alasan. Sementara itu “berhubungan secara bebas” tidak 
hanya berarti berkumpul dan berkomunikasi, namun juga tindakan-
tindakan yang dapat menimbulkan hubungan dan akibat hukum seperti 
pengangkatan anak.  
 Bertolak dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, 
nilai-nilai asasi yang dimiliki suatu bangsa harus dipakai sebagai landasan 
utama dalam setiap kebijakan dan pembentukan hukum. Hal ini agar 
segala kebijakan serta hukum dapat mencapai tujuan utama, keadilan. 
Keadilan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah keadilan yang sesuai 
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dengan Bangsa Indonesia. Bagi Bangsa Indonesia, konsep keadilan itu 
berupa: 
a. Konsep Keadilan Menurut Pancasila 
 Pancasila sebagai dasar filsafat memiliki arti yang bersifat 
substantif dan regulatif. Substantif berarti Pancasila merupakan paham 
atau pandangan fundamental (norma dasar). Sehingga, segala kebijakan 
dan hukum yang dibuat atau telah berlaku haruslah mencapai nilai dari 
Pancasila. Regulatif berarti bahwa masing-masing Sila berinteraksi 
sehingga memberikan pengaturan yang dapat menjadi pedoman hidup 
secara langsung. Dalam Pancasila, nilai keadilan dirumuskan tidak 
hanya dalam Sila Kelima, namun juga Sila Pertama dan Sila Kedua. 
Konsep keadilan dalam Pancasila mengarah pada prinsip keadilan 
sosial dimana implementasi prinsip ini adalah inti dari upaya 
perlindungan hukum. 
 Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam Sila Kedua 
“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Hal ini berarti bahwa Pancasila 
menjunjung nilai kemanusiaan yang bersifat adil, tidak oleh bersifat 
sewenang-wenang, dan saling menghormati, dimana hal ini harus 
diimplementasikan dalam setiap peraturan agar mencapai keadilan. 
Kemudian, makna adil dalam Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki makna bahwa keadilan merupakan 
hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak terlantar 
tanpa kejelasan orang tua serta masyarakat beragama minoritas. Namun 
ketika berbicara mengenai keadilan, bangsa Indonesia mengakui bahwa 
keadilan absolut hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila Pertama 
Pancasila merupakan konsep keadilan yang sesungguhnya, seadil-
adilnya dan maha adil. Bukankah hak asasi manusia merupakan 
anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat mutlak? Kenyataan 
bahwa keadilan absolut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, 
mengharuskan hak asasi manusia untuk didahulukan. 
b. Konsep Keadilan dalam Pembentukan Hukum Nasional 
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 Dalam pembentukan hukum nasional, keadilan adalah masalah 
hidup berkelompok karena berkaitan dengan orang lain. Keadilan ini 
dalam arti hukum bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana 
dalam keadilan harus terkait dengan ketertiban bernegara dan 
kesejahteraan sosial. Keadilan dalam pembentukan hukum nasional 
tidaklah boleh hanya dirasa adil oleh kelompok tertentu. Pemerintah 
melalui peraturan perundang-undangan harus menjamin perlindungan 
hak asasi manusia agar peraturan perundang-undangan tersebut bisa 
memenuhi cita keadilan bagi rakyat.  
c. Konsep Keadilan sebagai Ide Hukum Nasional 
 Sebagai ide hukum nasional, keadilan merupakan penilaian 
terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu 
norma. Terdapat dua pihak terlibat dalam hal ini yaitu pihak yang 
membuat perlakuan atau tindakan (penguasa atau pemerintah pembuat 
peraturan perundang-undangan) dan pihak yang menerima dampak dari 
tindakan tersebut (masyarakat, yang cara bertindaknya menjadi diatur 
karena peraturan perundang-undangan tersebut). Ketika pemerintah 
membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
seluruh masyarakat Indonesia, peraturan tersebut haruslah mencapai 
nilai keadilan bagi berbagai macam pihak. Apabila salah satu pihak 
merasa dirugikan karena adanya pembatasan yang dalam hal ini bersifat 
diskriminatif, maka peraturan tersebut tidak mencapai keadilan yang 
dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna hukum 
diwujudkan dengan dimasukkan prinsip keadilan dalam peraturan 
perundang-undangan. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum 
positif. 
 
 Bertolak dari pemikiran ini, pengaturan hak dan kebebasan 
masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan menunjukkan bahwa 
dalam diri manusia terdapat perasaan keadilan yang membawa orang pada 
suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan 
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hukum. Menurut Hans Kelsen, proses pembentukan hukum itu bersifat 
hierarki dan dinamis. Adanya suatu pembentukan hukum oleh tingkat yang 
lebih rendah yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu oleh 
hukum yang lebih tinggi yang mendelegasikannya. Pada akhirnya kembali 
ada grundnorm yang merupakan norma dasar yang keberadaan dan 
keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif melainkan 
sumber dari hukum positif. Pancasila adalah grundnorm sehingga 
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku yang 
akan diberlakukan di Indonesia. Grundnorm merupakan sistem nilai yang 
dalam esensinya dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Sistem ini 
mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan 
hukum (Bahder Johan Nasution, 2011: 126).  
 Pancasila sebagai nilai dasar berarti bahwa sumber nilai bagi 
pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, 
serta sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan 
sesuatu. Sedangkan, sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang 
harus dan layak untuk diperjuangkan. Nilai keadilan dalam Sila Kedua 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial 
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah nilai dasar dan tujuan yang harus 
diperjuangkan. Sesuai dengan pembagian kelompok norma hukum oleh 
Hans Nawiasky, Pancasila adalah staatfundamentalnorm atau norma 
fundamental negara yang kemudian disusul oleh Batang Tubuh Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai staatgrundgesetz atau aturan pokok negara 
dimana didalamnya berisi pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia. 
Aturan lain diluar norma dasar ini dapat diuji validitas hukumnya terhadap 
norma dasar. Namun karena norma dasar merupakan standar akhir 
validitas hukum, validitasnya sendiri tidak dapat diuji secara objektif. 
Seperti yang dikutip Finch dalam bukunya yang berjudul Introduction to 
Legal Theory, Kelsen mengatakan bahwa validitas dari norma dasar harus 
diandaikan atau diasumsikan (T. C. Hopton, 1978: 76). Diskriminasi 
berdasarkan agama yang jelas tidak sesuai dengan grundnorm di Indonesia 
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ini berimbas pada hak anak bagi calon anak terlantar yang tidak diketahui 
asal-usulnya. Anak, dalam konteks ini justru sebenarnya yang paling 
dirugikan karena terhalangi kesempatannya pemenuhan: 
a. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
   
b. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. 
 
c. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 
 
d. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, dan negara. 
 
e. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 
atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab 
atas pengasuhan anak tersebut. 
 
 Membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi 
(malnutrisi), serta tidak memberikan perawatan secara maksimal yang 
dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan 
tindakan penelantaran. Seorang anak terlantar yang tidak diketahui asal-
usulnya akibat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
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2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara otomatis akan 
menganut agama mayoritas masyarakat setempat sehingga orang tua 
dengan agama minoritas masyarakat setempat yang ingin melakukan 
pengangkatan anak terhadap anak tersebut menjadi gagal. Hal ini 
menghalangi anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya untuk 
mendapat perlindungan oleh orang tua dan keluarga, perlindungan dari 
penelantaran, rasa aman serta perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Pada prakteknya, seiring anak terlantar beranjak besar 
seringkali diperlakukan secara diskriminatif oleh masyarakat karena 
adanya anggapan sebagai “orang terbuang” (Nancy Rahakbauw, 2016: 42). 
Hal ini karena biasanya anak terlantar lahir dari hubungan seks diluar 
nikah. Karena ketidakmampuan secara psikologis maupun ekonomi dari 
kedua orang tuanya, menyebabkan tindakan penelantaran yang disengaja. 
Adapula penelantaran yang dilakukan secara tidak sengaja. Hal ini 
biasanya terjadi pada keluarga yang mengalami kemiskinan. Padahal 
dalam lingkungan sosial, anak sejak lahir berhak mendapatkan 
perlindungan sosial dalam lingkungan yang paling dasar yaitu keluarga 
dan lingkungan sekitarnya. Dengan terhalangnya anak terlantar yang tidak 
diketahui asal-usulnya untuk mendapat perlindungan, menjelaskan bahwa 
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyalahi hak untuk hidup dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 
a. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945: 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 
 
b. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
 
c. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 
71 
 
 
 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dak 
untuk diakui sebagai pribadi dihadapkan dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun. 
 
d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. 
 
e. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin. 
 
f. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
 
g. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia: 
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan 
yang layak. 
 
h. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 
 
i. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak: 
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
 Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB 
merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, 
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kemerdekaan dan keselamatannya. Ketentuan ini sangat jelas memberikan 
jaminan atas hak untuk hidup. Terkhusus untuk anak, Pasal 6 Konvensi 
Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa Para Negara Peserta Konvensi 
mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas 
kehidupannya (Eva Achjani Zulfa, 2005: 14). Hak untuk hidup adalah hak 
asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Keberadaan hak ini 
bersifat non derogable rights atau hak yang tidak dapat ditawar lagi. Hak 
ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang 
secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya. Anak yang kehilangan 
orang tua merasakan kekosongan figur atau peran seorang ayah maupun 
ibu atau kedua-duanya. Pengalaman ini memberi kontribusi yang sangat 
besar bagi kehidupan pribadi anak karena berdampak langsung bagi anak 
dalam bertindak maupun bersikap.  
 Anak terlantar yang diangkat oleh orang tua angkat, akan mendapat 
kesempatan untuk hidup seutuhnya dalam lingkungan keluarga. Hal ini 
memungkinkan untuk menjauhkan mereka dari dampak tekanan psikologis 
yang mungkin mereka terima di masa mendatang. Anak terlantar 
cenderung merasa marah, sedih, kecewa, tertekan bahkan merasa minder 
dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan terkadang 
memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga 
membuat mereka merasa tertekan (Nancy Rahakbauw, 2016: 42). 
Kemarahan dan perkataan hinaan yang selalu mereka terima merupakan 
perlakuan secara langsung yang diperoleh dari orang-orang disekitar 
mereka. Dengan keadaan seperti ini, apakah anak dapat menjalani 
hidupnya dengan bahagia dan penuh akan rasa aman? Apakah anak dapat 
meningkatkan taraf hidupnya, bertempat tinggal yang layak, dan dapat 
hidup tanpa diskriminasi? Kesempatan untuk hidup dalam lingkungan 
keluarga merupakan kesempatan berharga bagi anak terlantar. Pentingnya 
keluarga bagi anak terlantar dapat mewujudkan hak-hak anak terlantar 
dalam: 
a. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 
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Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. 
 
b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia: 
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara layak. 
 
c. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia: 
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, 
dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, 
dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. 
 
d. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, 
bakat, dan tingkat kecerdasannya. 
 
e. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak: 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
 
f. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak: 
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakatnya. 
 
 Dalam Komentar Umum PBB Nomor 13 (1999) tentang Hak 
Untuk Menikmati Pendidikan, Poin ke-II (paragraf 46 dan 47) tentang 
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Kewajiban dan Pelanggaran oleh Negara menjelaskan bahwa hak untuk 
menikmati pendidikan menekankan tiga jenis atau tingkatan kewajiban 
negara, yaitu: kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi 
(memfasilitasi dan menyediakan). Kewajiban menghormati menuntut 
negara untuk tidak membuat aturan atau ketentuan yang justru 
menghalangi atau menghambat penikmatan hak untuk menikmati 
pendidikan. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara membuat dan 
menerapkan aturan atau ketentuan yang sekaligus mencegah campur 
tangan pihak ketiga dalam penikmatan hak atas pendidikan (Nicken Sarwo 
Rini, 2018: 28). Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memang tidak secara 
eksplisit menuliskan aturan yang membatasi seseorang untuk mendapat 
pendidikan. Namun, akibat dari berlakunya ayat dalam pasal ini secara 
implisit menghambat seseorang untuk menerima haknya atas pendidikan. 
Padahal, dunia internasional melalui PBB telah menyatakan bahwa negara 
wajib untuk tidak membuat aturan yang dapat menghalangi seseorang 
untuk mengecap pendidikan. Nasib anak terlantar yang tidak diketahui 
orang tuanya tidaklah pasti. Berbagai macam kemungkinan dapat terjadi: 
anak tersebut ditemukan oleh aparat yang bertanggungjawab atau 
masyarakat dari dinas sosial setempat, anak tersebut tidak ditemukan 
siapapun sama sekali, anak tersebut ditemukan oleh orang atau keluarga 
yang kurang mampu, dan kemungkinan lainnya. 
 Dalam konteks ini, apabila anak tersebut ditemukan oleh orang dari 
kalangan masyarakat beragama minoritas setempat, Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak jelas membatasi terjadinya pengangkatan anak. 
Apalagi, keadaan anak tidak mendapat pendidikan seusianya sudah 
merupakan tindakan penelantaran pendidikan anak oleh orang tua 
kandungnya. Calon orang tua yang akan mengangkat secara pasti dan 
yakin dapat memenuhi kebutuhan anak dalam hal pendidikan. Pendidikan 
sangatlah penting karena merupakan pra-syarat bagi pelaksanaan hak asasi 
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manusia lainnya (Nicken Sarwo Rini, 2018: 24). Melalui pendidikan, anak 
memperoleh pengajaran akal budi pekerti, sopan santun sehingga menjadi 
manusia yang beriman, bertanggung jawab, berakal sehat dan mulia, dan 
sejahtera. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
“Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak 
atau bermutu”. Hal ini berarti anak terlantar sebagai bagian dari warga 
negara juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. 
 Tidak hanya itu, Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia menyatakan bahwa “Setiap manusia mempunyai hak atas standar 
kehidupan yang cukup, bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, 
yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan 
kesehatan serta pelayanan sosial yang penting”. Berkaitan dengan 
kesehatan anak terlantar, dalam peraturan perundang-undangan telah 
ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan 
dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan 
sosial. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial dapat tercapai dengan bantuan 
dari orang tua angkat. Sehingga, pentingnya hak atas kesehatan dan 
pelayanan sosial yang penting bagi anak terlantar juga selaras dengan 
pemahaman dunia. Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak 
membutuhkan makanan bergizi, pakaian, sanitasi yang layak, serta 
perawatan kesehatan. Anak yang ditelantarkan oleh orang tua terutama 
ibu, sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik mereka. Apabila seorang 
anak tidak mendapat fasilitas kesehatan yang sesuai dengan usia 
perkembangannya, maka akan berpengaruh terhadap kecerdasan 
intelektual, emosional, sosial, bahkan spritual anak tersebut. 
 Kemudian, melihat dari kacamata calon orang tua angkat dengan 
agama minoritas setempat, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  berdampak pada: 
a. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 
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Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak kembali. 
 
b. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: 
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
 
c. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: 
Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
 
d. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945: 
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
 
e. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
 
f. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
dan kepercayaannya itu. 
 
g. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia: 
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan 
lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, 
dan pemajuan hak asasi manusia. 
 
h. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 
Anak: 
77 
 
 
 
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. 
 
i. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 
Anak: 
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, 
dan kondisi fisik dan/atau mental. 
 
j. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 
Anak: 
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
 
k. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak: 
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
 Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengakibatkan 
terhalangnya pengangkatan anak terlantar oleh orang tua beragama 
minoritas, karena berdasarkan ayat dalam pasal ini anak menjadi otomatis 
menganut agama mayoritas masyarakat setempat. Hal ini menggambarkan 
bahwa sebenarnya terdapat kondisi dimana masyarakat menjadi tidak 
bebas memeluk agama sesuai hati nurani masing-masing.  Pemerintah 
melalui Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS.1965  
menyebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk 
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Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu 
(Confusius). Kebijakan ini secara implisit melakukan “pemaksaan” 
terhadap warga negara untuk memilih salah satu dari agama tersebut. 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2)  yang diperkuat 
dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menyatakan bahwa:  
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya 
dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata 
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban 
umum, dan kepentingan bangsa.  
 
 Pasal ini menjelaskan pemerintah dapat melakukan pembatasan 
kebebasan agama atau kepercayaan melalui undang-undang apabila 
manifestasi agama atau kepercayaan tersebut membahayakan hak-hak 
fundamental orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas 
fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, 
pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan hak-hak 
kaum minoritas (Triyanto, 2013: 208). Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai landasan negara secara jelas menyatakan bahwa 
Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal ini 
maka tidak ada tempat yang sah secara hukum bagi ajaran ateisme atau 
propaganda anti-Tuhan di masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 
1945 menyatakan pada Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) bahwa negara 
menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan bagi Warga Negara 
Indonesia. Dalam Pasal 28I menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini artinya bahwa kebebasan 
beragama juga bersifat non derogable rights atau hak yang tidak dapat 
ditawar lagi. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
menjamin kebebasan seseorang untuk memeluk agama yang diyakininya 
atau bahkan berpindah agama. Ketika sudah ada aturan yang mengakui 6 
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(enam) agama di Indonesia, mengapa tetap saja tidak memberikan 
keleluasaan bagi masyarakat dalam beragama?  
 Kedudukan agama mayoritas dan agama minoritas di berbagai 
daerah di Indonesia berbeda-beda. Namun dalam hal pengangkatan anak 
yang tidak diketahui asal-usulnya, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memiliki 
implikasi yang sama; ketidakadilan. Hal ini dikarenakan praktek 
pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya telah membatasi hak 
partisipasi masyarakat beragama minoritas sehingga kebebasan beragama 
yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun justru 
berada dalam keadaan sebaliknya. Ketika seorang individu masuk dalam 
keadaan melihat seorang anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya, 
kemudian jatuh hati, namun tidak dapat melakukan pengangkatan anak 
karena adanya aturan yang menggagalkan niat baiknya karena perbedaan 
agama, maka kondisi ini dapat dikatakan telah memberi gambaran bahwa 
kebebasan beragama telah dibatasi atas keadaan tertentu. Keadaan itu 
mengacu pada ketidakjelasan orang tua yang telah membuang anak 
terlantar. 
 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa undang-undang dapat 
melakukan pembatasan apabila suatu agama atau kepercayaan dapat 
membahayakan hak dasar orang lain. Tujuan utama dari pengangkatan 
anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan anak itu 
berupa peran orang tua angkat dalam mewujudkan hak untuk hidup 
seutuhnya dan menyelamatkan anak dari penelantaran, memajukan 
pemenuhan hak asasi manusia dengan pendidikan sehingga anak dapat 
menemukan jati dirinya, serta memberi perlindungan dalam lingkungan 
keluarga dan fasilitas kesehatan yang terbaik. Tindakan ini bukanlah 
tindakan yang membahayakan hak dasar orang lain, namun justru tindakan 
yang menjunjung hak dasar sebagai hak asasi manusia. Mengapa justru 
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberi dampak pembatasan terhadap 
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hak masyarakat beragama minoritas untuk berpartisipasi dalam penegakan 
hak asasi manusia? Kondisi ini bagi masyarakat beragama minoritas justru 
membatasi hak asasi manusia itu sendiri. Padahal, kebebasan beragama 
adalah salah satu poin penting dari sebuah negara demokrasi. 
 Masyarakat dengan agama minoritas adalah bagian dari warga 
negara sehingga mereka juga bertanggungjawab atas pemenuhan hak asasi 
manusia dan penyelenggaraan perlindungan anak. Apalagi, anak terlantar 
sangat membutuhkan pertolongan, dan kesempatan bagi anak terlantar 
untuk langsung diangkat oleh calon orang tua angkat sangatlah kecil. 
Tidaklah adil apabila hanya masyarakat beragama mayoritas setempat 
yang memiliki kesempatan untuk melakukan pengangkatan anak terhadap 
anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya. Berbicara mengenai hak-
hak masyarakat minoritas seringkali berkaitan dengan bagaimana 
mayoritas memperlakukan minoritas sesuai nilai demokrasi, seperti 
seberapa luas masyarakat minoritas mendapatkan tempat untuk 
mengeluarkan pendapatnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan 
mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang dinilai sukses 
mengembangkan demokrasi (Suprapto, 2012: 20). Namun, gejala 
menguatnya kembali politik identitas seringkali meminggirkan masyarakat 
minoritas. Otoritas mayoritas cenderung bertindak sebagai pengelola dan 
penentu kebijakan dimana hal ini merupakan hal yang bersifat umum di 
sejumlah daerah di Indonesia. Perkembangan tuntutan, aspirasi, warna 
kebijakan politik, serta luas-sempitnya pintu demokrasi ditentukan, dan 
dikendalikan oleh masyarakat mayoritas (majority rule). Karena 
ditentukan oleh logika mayoritas, akibatnya banyak muncul di sejumlah 
kebijakan yang kurang berpihak bahkan meminggirkan keberadaan 
kelompok minoritas. 
 Salah satu prasyarat sistem demokrasi adalah penghargaan dan 
perlindungan terhadap kelompok minoritas. Indonesia sebagai negara 
demokrasi menganut prinsip kesamaan dan keadilan bagi semua warga 
negara. Setiap warga negara secara hukum dijamin hak-haknya termasuk 
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kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan (freedom of religion or 
belief). Hingga hari ini, sejumlah pelanggaran terhadap aktivitas beragama 
dan berkeyakinan masih menghiasi wajah buruk hubungan antar mayoritas 
dan minoritas. Ironisnya, perlakuan diskriminatif dalam hal ini justru 
dilakukan oleh negara melalui penerbitan serangkaian peraturan yang 
kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok mayoritas untuk memusuhi 
dan meminggirkan kelompok minoritas. Sebagai contoh yaitu tanggapan 
dari Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak 
Indonesia, Reza Indragiri Amriel, atas peristiwa gagalnya Aipda Rouli 
untuk melakukan pengangkatan anak (https://www.jawapos.com/nasional/ 
humaniora/08/10/2017/polwan-gagal adopsi-anak-karena-terhalang-pp-ini-
saran-lpai, diak-ses pada 2 Maret 2019 pukul 18.07 WIB). Ia menyatakan 
bahwa keinginan dari Aipda Rouli untuk berbuat baik harus dihargai 
namun harus taat pada Undang-Undang. Keinginan Aipda Rouli untuk 
mengangkat anak dapat disalurkan dengan mendatangi panti asuhan yang 
seagama dengannya. 
 Namun, konteks pengangkatan anak bukanlah hal yang mudah. 
Pengangkatan anak ditimbulkan akibat adanya ikatan emosi dari manusia. 
Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan pada siapa saja, tidak semudah 
memilih boneka dalam toko mainan. Masyarakat minoritas di Indonesia 
sering kali kehilangan hak-haknya sebagai warga negara bukan hanya 
diakibatkan oleh perlakuan mayoritas semata, melainkan juga kerap 
dilakukan oleh negara. Hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan serta 
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan 
tersebut adalah hak masyarakat minoritas yang sering tidak dipenuhi 
negeri ini. Hilangnya hak dasar ini di antaranya akibat adanya regulasi 
negara yang mengatur dan menentukan “agama resmi” dan “tak resmi”, 
“diakui” dan “tak diakui”. Konsep pembilahan atau dikotomi ini biasanya 
diputuskan berdasarkan standar-standar dan penafsiran dari mayoritas 
(Suprapto, 2012: 44). Aksi diskriminasi terhadap agama atau keyakinan 
masyarakat minoritas ini berimbas pada tersumbatnya akses hak-hak sipil 
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politik mereka yang dalam hal ini adalah pengangkatan anak terhadap anak 
terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya oleh calon orang tua beragama 
minoritas. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia telah menuliskan: 
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 
disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan 
atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang 
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum 
yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 
 
 Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya teratas pada perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang (actors). Pembatasan atas dasar agama 
ini dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan 
pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang 
dibicarakan adalah dengan menghambat pelaksanaan hak asasi manusia 
(diangkatnya anak terlantar) yang berakibat pembatasan hak asasi manusia 
seseorang (kebebasan beragama dan hak partisipasi dalam pelaksaan 
pengangkatan anak terlantar oleh orang tua beragama minoritas). 
Pemerintah memiliki kemungkinan untuk melanggar hak-hak Warga 
Negara sama seperti pemerintah dapat membantu untuk melembagakan 
konsep hak asasi manusia dan melindung semua orang terlepas dari 
berbagai macam perbedaan. Pemerintah dapat melanggar hak asasi 
manusia dengan cara yang paling sistematis (Abulrahim P. Vijapur, 2009: 
30). Penanganan atas pentingnya kesetaraan berdasarkan agama memiliki 
dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kepastian 
bahwa individu tidak didiskriminasi dan dapat menikmati kesetaraan 
berdasarkan agamanya atau kepercayaannya dalam masyarakat yang lebih 
luas. Maksudnya adalah dalam kaitannya dengan beragai macam hak asasi 
manusia, dalam hal ini adalah hak berpartisipasi pengangkatan anak oleh 
masyarakat yang menerima perlakuan diskriminasi itu sendiri yaitu calon 
orang tua angkat, dan hak anak terlantar untuk menerima kehidupan yang 
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layak terlepas dari bagaimana kondisi ia ditemukan. Disisi eksternal, 
individu harus dipastikan tidak mendapat perlakuan diskriminasi 
berdasarkan statusnya dari kelompok atau komunitas agama atau 
kepercayaan dalam berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain.  
 Permasalahannya, penafsiran ketidaksetaraan berdasarkan agama  
atau kepercayaan dianggap sebagai “permasalahan” individu (Nazila 
Ghanea,  2011: 11). Pelanggaran hak asasi manusia ini harus segera 
diperbaiki melihat kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Karena, 
perlindungan kebebasan beragama memiliki korelasi dengan konflik yang 
lebih sedikit dan merupakan inti dari pengurangan ekstremisme agama 
yang keras, pemeliharaan keamanan, konsolidasi demokrasi, dan kemajuan 
sosial-ekonomi (https://jia.sipa.columbia.edu/online-articles/religious-free-
dom-violations-south-asia, diakses pada 3 Maret 2019 pukul 13.49 WIB). 
Apabila diskriminasi  terus dilanggengkan, yang terjadi bagi masyarakat 
minoritas hanyalah ketidakadilan, sehingga segala tujuan dari Indonesia 
sebagai negara demokrasi tidaklah tercapai. 
 
2. Upaya Harmonisasi Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia 
 Peraturan perundang-undangan yang baik dapat diharmonisasikan 
melalui kegiatan-kegiatan penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran 
hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dalam rangka 
menemukan kehendak hukum (cita hukum, dalam rangka kepastian 
hukum), kehendak masyarakat (dalam rangka penemuan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat), dan kehendak moral (dalam rangka 
menemukan kebenaran). Keterpaduan dari ketiga kehendak tersebut 
diharapkan dapat menjelaskan tentang harmonisasi hukum yang tepat 
untuk diberlakukan. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki 
kemungkinan tersusun atas kata-kata yang tidak jelas atau tidak lengkap. 
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Upaya penemuan hukum ini menggunakan metode penafsiran hukum 
dengan intrepretasi teologis atau sosiologis. Penafsiran undang-undang 
dilakukan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. 
 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbunyi “Dalam hal asal usul 
anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas 
setempat”. Setiap kata pada ayat dalam pasal ini telah menunjukkan tujuan 
yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang. Sila Pertama 
Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan dasar bagi seluruh 
Warga Negara Indonesia untuk wajib beragama dan percaya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Apabila ada seorang anak tidak diketahui asal-usulnya, 
anak tersebut akan mengalami kekosongan kepercayaan atau keyakinan. 
Mengingat anak masih terlalu dini untuk dapat memilih keyakinannya 
secara mandiri, maka negara melalui aturan ini menjalankan perannya 
untuk melindungi anak dari kemungkinan anak tidak memiliki agama 
akibat keadaan anak tersebut. Tujuan dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak ini tidak jauh dari kepentingan anak dan tujuan kemasyarakatan. 
 Aturan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini harus dapat 
mengikuti perkembangan. Muncul situasi sosial baru, yang membuat Pasal 
3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dapat menjawab pertanyaan: 
Bagaimana apabila terdapat anggota masyarakat beragama minoritas yang 
ingin secara langsung melakukan pengangkatan anak terhadap seorang 
anak yang tidak diketahui asal-usulnya? Masyarakat tetap harus tunduk 
pada regulasi yang berlaku. Konsekuensinya, berdasarkan ketentuan Pasal 
3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, agama anak tersebut disesuaikan dengan 
agama mayoritas setempat, dan masyarakat beragama minoritas terhalang 
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dalam melakukan pengangkatan anak. Kondisi ini harus dirubah karena 
sudah tidak mencapai tujuan kemasyarakatan. 
 Mengacu pada peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi 
ini melihat asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang berarti 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau 
mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Materi 
peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung substansi yang 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang 
berada diatasnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 3 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak merupakan turunan dari Pasal 39 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak 
mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Secara hierarkhi, Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak tidaklah salah. Namun dalam penerapannya, Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak tidak sesuai dengan peraturan diatasnya dikarenakan 
akibat yang ditimbulkan yang bersifat diskriminatif bagi masyarakat 
beragama minoritas.  
 Setelah penafsiran dilakukan, metode yang digunakan selanjutnya 
adalah metode konstuksi hukum. Metode konstruksi yang digunakan 
adalah penyempitan hukum, dimana konstruksi dilakukan dengan 
mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian diterapkan dengan 
“seakan-akan” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa 
konkret yang belum ada pengaturannya. Terkadang, suatu ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan itu terlalu luas atau umum, sehingga perlu 
dipersempit agar dapat diterapkan dalam peristiwa tertentu. Isi Pasal 3 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama 
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anak disesuaikan dengan agama mayoritas setempat” masih bersifat 
umum. Hal ini tergambar jelas dari tidak adanya aturan yang mengatur 
kemungkinan yang terjadi pada anak tersebut ketika ia ditemukan. 
Sehingga ketika anak yang tidak diketahui asal-usulnya ditemukan oleh 
masyarakat, secara otomatis akan menganut agama mayoritas. Pasal 3 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak tidak memadahi kemungkinan yang terjadi apabila 
anak tersebut langsung ditemukan; pihak yang menemukan memiliki 
keinginan untuk segera melakukan pengangkatan anak; pihak tersebut 
beragama minoritas. Dapat dikatakan bahwa anak telah memiliki calon 
orang tua angkat.  
 Penyempitan hukum dapat dilakukan dengan menyelipkan 
pengertian “dan belum memiliki calon orang tua angkat”. Hal ini bisa 
dilakukan dengan perubahan ayat dalam pasal sehingga bunyinya menjadi 
“Dalam hal anak tidak diketahui asal-usulnya dan belum memiliki calon 
orang tua angkat, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas 
setempat” atau dengan memanfaatkan Penjelasan Peraturan Pemerintah 
mengingat Penjelasan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah dijelaskan 
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Kalimat ini tersusun atas dorongan 
untuk mencapai kehendak hukum, kehendak moral, dan kehendak 
masyarakat dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kehendak hukum dari 
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah agar anak menganut agama, 
karena secara hukum tidak ada tempat bagi Warga Negara Indonesia untuk 
tidak beragama, sesuai dengan bunyi Sila Pertama Pancasila. Penerapan 
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak  ini berkehendak untuk mencapai 
keadilan dan kepastian hukum; namun yang paling penting pula, adanya 
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keadilan dalam kepastian hukum. Pada prakteknya, sering terjadi apabila 
hukum menitikberatkan pada kepastian hukum, maka keadilan akan 
dikorbankan, begitu pula sebaliknya. Kepastian hukum dan keadilan 
adalah satu kesatuan yang utuh yang dapat dicapai dengan proses 
harmonisasi yang lebih cermat dan rinci. 
 Kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis sangat 
mempengaruhi kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat pada saat 
pembentukan hukum akan berbeda dengan kehendak masyarakat saat ini. 
Masyarakat adalah sejumlah individu, kelompok individu, dan badan 
hukum dalam memperjuangkan kepentingan bersama atau kepentingan 
publik dan kepentingan individu atau kepentingan privat (Kusnu 
Goesniadhie, 2010: 155). Masyarakat minoritas, terlepas dari segala 
justifikasi yang membuat mereka masuk pada golongan berjumlah kecil, 
merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga, masyarakat minoritas juga 
berhak untuk memperjuangkan dan diperjuangkan kepentingannya, yang 
dalam beberapa hal terkadang menjadi terbatas. Pengangkatan anak 
terlantar merupakan salah satu sarana bagi sejumlah individu untuk 
mencapai kepentingan privat maupun publik. Partisipasinya dalam 
penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari pencapaian 
kepentingan privat dan kepentingan publik. Penjelasan mengenai siapa 
anak yang disebut anak yang tidak diketahui asal-usulnya, sampai tingkat 
mana penyesuaian agama anak dilakukan, serta dengan cara apa agama 
anak ditentukan, tidaklah cukup. Masyarakat sekarang menuntut lebih dari 
itu untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan keadilan yang 
berkepastian hukum. 
 Disisi lain, sikap dan perilaku dari setiap individu dalam 
masyarakat terhadap hukum dapat dijadikan cerminan tentang moral dan 
etika yang ada di masyarakat. Moral sebagai nilai yang berasal dari dalam 
diri manusia mendorong setiap individu untuk terus membela kehendak 
moralnya. Nilai itu kemudian membantu manusia untuk memahami norma 
yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, 
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norma kesopanan, dan norma hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang 
berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia baik secara 
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku diwajibkan untuk 
mengenal Sang Pencipta dan memiliki agama. Dalam menjalankan 
kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari, selalu terselip setiap 
ajaran mengenai hak asasi manusia dan kewajiban untuk menghargainya. 
Hal itu terwujud dari kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan 
pendapat, sikap toleransi, tenggang rasa, tolong menolong, dan gotong 
royong, serta saling menghormati. Ajaran-ajaran ini ditanamkan dari 
keluarga, tempat ibadah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. 
Menolong anak terlantar merupakan perwujudan calon orang tua angkat 
atas kehendak moralnya. Aturan dalam perundang-undangan tidak boleh 
berisi hal yang justru membatasi individu yang bersifat diskriminatif 
karena tidak ada satupun norma yang mengajarkan diskriminasi pada 
setiap mahluk hidup. 
 Proses pembaharuan hukum ditantang untuk berperan sebagai 
mekanisme pengintegrasian yang dapat mengakomodasi berbagi dimensi 
kepentingan baik kepentingan publik maupun kepentingan privat. Hukum 
yang dihasilkan harus berani mengikuti pola perkembangan masyarakat 
dapat terus mengejar perkembangan nilai keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan secara nasional. Dalam konteks itu, adaptasi nilai-nilai hak 
asasi manusia adalah hal yang sangat penting dan harus diutamakan karena 
pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia tidak hanya 
merupakan tragedi pribadi namun juga dapat menimbulkan keresahan 
sosial dan menimbulkan ketegangan masyarakat. Apalagi ketika 
pemerintahan suatu negara lalai atau tidak melakukan pencegahan atau 
membiarkan suatu ketidakadilan terjadi. Negara harus menjalankan 
perannya sebagai pemegang kekuasaan karena hal ini menentukan 
pembentukan hukum, penegakan hukum, maupun kesadaran hukum. 
Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan 
perlindungan hukum pada zaman modern ini hanya dapat terlaksana 
89 
 
 
 
apabila berbagai aspek kehidupan hukum selaras moralitas sosial, 
moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil yang berdasar pada nilai aktual, 
berupa hak asasi manusia, di masyarakat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya 
terdapat satu kajian yang disimpulkan dalam bab ini, maka penulis 
menyimpulkan bahwa dari proses mencari kesesuaian Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, ditemukan ketidaksesuaian yang berdampak pada 
pengangkatan anak dalam hal ini anak terlantar yang tidak diketahui asal-
usulnya oleh calon orang tua angkat yang beragama minoritas setempat. 
Bunyi “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan 
dengan agama mayoritas setempat” menimbulkan konsekuensi bagi anak 
terlantar untuk secara otomatis menganut agama mayoritas masyarakat 
setempat. Hal ini berdampak terhalangnya kesempatan bagi calon orang tua 
angkat yang beragama minoritas untuk melakukan pengangkatan anak. 
Seperti koin yang memiliki dua sisi, batasan yang bersifat diskriminatif 
agama dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini menyimpangi pemenuhan nilai 
keadilan dalam hak asasi manusia bagi anak terlantar dan calon orang tua 
angkat beragama minoritas. Ayat dalam pasal ini menyebabkan seorang anak 
terlantar kehilangan haknya untuk mendapat hak atas perlindungan, hak untuk 
hidup, hingga jaminan untuk mendapatkan hak atas pendidikan. Disisi lain, 
batasan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap calon 
orang tua angkat beragama minoritas setempat melalui melalui undang-
undang oleh karena materi muatan atau substansi undang-undang itu 
melanggar hak asasi manusia dengan tidak memberikan fasilitas (dalam hal 
ini aturan) untuk pelaksanaan hak asasi dengan baik. Dalam undang-undang 
telah dijelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak bukan hanya menjadi 
tanggung jawab negara, namun juga tanggung jawab masyarakat.   
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B. Saran 
 Adapun saran yang dapat diusulkan penulis atas dasar pemikiran yang 
didapat selama melakukan penelitian ini adalah bagi Pemerintah, 
Kementerian serta Badan Pemerintahan terkait dapat melakukan 
pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah usang atau 
sudah tidak sesuai dengan tujuan kemasyarakatan. Pembaharuan tersebut 
dapat dilakukan dengan upaya penemuan hukum terhadap peraturan terkait 
yang memiliki permasalahan dalam penerapannya di masyarakat. Dalam hal 
ini adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengubah keadaan disharmoni menjadi harmoni adalah dengan melakukan 
upaya penemuan hukum melalui metode penafsiran (intrepretasi teologis atau 
sosiologis) dan metodi kontruksi hukum (penyempitan hukum). Penafsiran 
harus dilakukan terlebih dahulu sebagai arah dan landasan dalam melakukan 
penyempitan isi dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak agar dapat mencapai keadilan 
dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
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